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Abstrak

Regulatory capture adalah kondisi ketika lembaga, proses, atau hasil regulasi yang seharusnya melindungi
kepentingan umum secara konsisten diarahkan untuk melayani kepentingan industri, perusahaan, kelompok
profesi, elite politik, atau jaringan ekonomi tertentu. Capture tidak selalu berbentuk suap dan tidak selalu
mudah dibedakan dari konsultasi yang sah. Ia dapat muncul melalui ketergantungan regulator pada
informasi industri, dominasi agenda, konflik kepentingan, revolving door, pembiayaan politik, litigasi
strategis, penguasaan keahlian, pengaruh media, atau pembentukan aturan yang tampak netral tetapi
dirancang menguntungkan pelaku tertentu. Artikel ini menguraikan teori regulatory capture sejak
pendekatan ekonomi politik George Stigler dan Sam Peltzman sampai konsep cultural, cognitive,
information, state, dan policy capture. Pembahasan membedakan capture dari korupsi individual, lobi yang
sah, state capture, elite capture, dan kegagalan regulasi biasa. Fokus utama diarahkan pada mekanisme yang
membuat lembaga publik bergeser: asimetri informasi, konsentrasi manfaat dan penyebaran biaya,
ketergantungan anggaran, ketidakjelasan mandat, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kapasitas
masyarakat sipil. Artikel membahas risiko pada sektor keuangan, energi, sumber daya alam, digital dan
kecerdasan buatan, kesehatan, pangan, transportasi, lingkungan, perizinan, serta pembentukan undang-
undang. Dalam konteks Indonesia, kajian hukum dan kebijakan menunjukkan bahwa risiko capture dapat
muncul dalam proses legislasi, sektor energi, reformasi agraria, tata kelola daerah, serta penggunaan
prosedur pembentukan hukum yang dipercepat. Namun naskah ini tidak menetapkan bahwa suatu kebijakan
atau aktor tertentu telah melakukan capture tanpa bukti dan proses hukum; contoh dipakai sebagai kerangka
analitis. Solusi tidak dapat hanya berupa independensi formal regulator. Diperlukan kombinasi keterbukaan
data, regulatory impact assessment, konsultasi yang seimbang, disclosure lobi dan konflik kepentingan,
aturan revolving door, anggaran yang memadai, kapasitas teknis independen, oversight, judicial review,
persaingan, whistleblower protection, dan partisipasi publik. Tujuan akhirnya adalah regulatory governance
yang mampu berinteraksi dengan industri tanpa dikuasai, memperoleh keahlian tanpa kehilangan jarak,
serta mengambil keputusan yang dapat dijelaskan dan diuji berdasarkan kepentingan publik.

Kata Kunci

regulatory capture; policy capture; state capture; elite capture; konflik kepentingan; revolving door;
regulasi; lobi; integritas publik; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Regulasi diperlukan untuk memperbaiki kegagalan pasar, melindungi keselamatan, menjaga persaingan,
mengatur layanan esensial, dan memastikan hak warga. Karena regulator harus memahami sektor yang
kompleks, mereka perlu berinteraksi dengan industri. Interaksi tersebut sah dan sering diperlukan, tetapi
menciptakan titik masuk pengaruh yang tidak seimbang.

Capture berbeda dari korupsi. Korupsi biasanya melibatkan pelanggaran atau keuntungan pribadi yang
jelas; capture dapat berlangsung melalui proses legal, argumentasi teknis, pengaturan agenda, atau budaya
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organisasi. Hasilnya tetap dapat menyimpang dari kepentingan umum walaupun tidak ada amplop atau
perintah eksplisit.

Capture juga berbeda dari lobi. Lobi adalah penyampaian kepentingan dan informasi kepada pembuat
kebijakan. la menjadi bermasalah ketika akses tidak seimbang, sumber dan tujuan disembunyikan,
informasi dimanipulasi, atau keputusan publik secara berulang mengikuti kepentingan khusus tanpa
pengujian terbuka.

Mekanisme utama capture adalah konsentrasi manfaat dan penyebaran biaya. Industri memperoleh
keuntungan besar dari satu aturan sehingga bersedia menginvestasikan sumber daya untuk memengaruhi.
Setiap warga menanggung biaya kecil dan tidak memiliki insentif yang sama untuk mengorganisasi
perlawanan.

Asimetri informasi memperkuat risiko. Perusahaan memiliki data, insinyur, ekonom, pengacara, dan
pengalaman yang dibutuhkan regulator. Bila pemerintah tidak mempunyai kapasitas independen, analisis
industri menjadi satu-satunya dasar keputusan. Capture dapat terjadi tanpa niat buruk melalui cognitive
dependence.

Independensi formal penting tetapi tidak cukup. Regulator yang independen dari kementerian dapat tetap
bergantung pada industri, anggaran, atau elite politik. Yang dibutuhkan adalah culture of independence,
akuntabilitas, proses pengangkatan yang baik, sumber daya, dan keterbukaan.

Risiko capture meningkat pada sektor yang sangat teknis, terkonsentrasi, memiliki rente besar, dan sulit
dipahami publik. Sektor digital dan Al menambah tantangan karena inovasi cepat, ketergantungan pada
keahlian perusahaan, dan potensi perusahaan mendefinisikan sendiri risiko serta standar.

Pencegahan perlu menggunakan pendekatan berlapis: pluralisme partisipasi, transparansi, disclosure lobi,
konflik kepentingan, recusal, cooling-off, open data, impact assessment, peer review, audit, judicial review,
kompetisi, dan evaluasi hasil. Tidak ada satu instrumen yang cukup.
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1. Pendahuluan: Ketika Regulasi Menjauh dari Kepentingan Publik

Regulasi adalah bentuk kekuasaan yang menectapkan hak, biaya, akses, dan risiko. Dalam konteks 1.
pendahuluan: ketika regulasi menjauh dari kepentingan publik, capture perlu dipahami sebagai
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penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya
karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan
utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan
publik.

Regulasi dapat gagal karena desain, implementasi, atau capture. Hubungan pemerintah dan industri bersifat
saling membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Elite tidak selalu tunggal; koalisi kepentingan dapat berubah. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Capture sering bertahap dan tidak terlihat. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Analisis perlu berbasis proses, bukti, dan hasil. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi.
Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak
merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

2. Definisi Regulatory Capture

Capture terjadi ketika kepentingan khusus mendominasi regulator atau hasil regulasi. Dalam konteks 2.
definisi regulatory capture, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik
dan pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak
aturan memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus
tersebut dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Definisi dapat berfokus pada proses atau outcome. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Capture dapat bersifat material, intelektual, dan institusional. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.
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Tidak setiap kebijakan pro-industri adalah capture. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan
mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality
assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu
atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Konsistensi penyimpangan dan ketidaksetaraan akses penting. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh
teknokrasi. Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan
hak merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture

Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi

Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification
Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier

3. Sejarah Teori Capture

Teori kepentingan publik melihat regulasi sebagai koreksi kegagalan pasar. Dalam konteks 3. sejarah teori
capture, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh
privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Stigler menekankan regulasi sebagai produk yang diperoleh industri. Hubungan pemerintah dan industri
bersifat saling membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional;
industri membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris
sehingga satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu
dipertahankan tanpa memutus komunikasi.

Peltzman memperluas pada koalisi dan distribusi. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Teori modern memasukkan budaya, jaringan, dan informasi. Dari perspektif manajemen, regulator
memerlukan mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance,
quality assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu
individu atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.
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Capture dipahami sebagai risiko governance, bukan kepastian. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh
teknokrasi. Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan
hak merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

4. Regulatory Capture, Policy Capture, dan State Capture

Regulatory capture berfokus regulator dan sektor. Dalam konteks 4. regulatory capture, policy capture, dan
state capture, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh
privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Policy capture mencakup proses kebijakan lebih luas. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

State capture memengaruhi aturan dasar dan institusi negara. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Elite capture dapat terjadi pada program dan sumber lokal. Dari perspektif manajemen, regulator
memerlukan mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance,
quality assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu
individu atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Skala serta mekanisme perlu dibedakan. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture

Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi
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Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification

Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier

5. Capture versus Korupsi dan Lobi yang Sah

Korupsi melibatkan penyalahgunaan yang lebih jelas. Dalam konteks 5. capture versus korupsi dan lobi
yang sah, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh
privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Lobi memberi informasi dan representasi kepentingan. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Capture dapat legal tetapi substantif bermasalah. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Disclosure dan akses seimbang membedakan. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Penilaian tidak boleh kriminalisasi partisipasi. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture

Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi

Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification
Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier
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6. Mengapa Capture Terjadi?

Pelaku memiliki insentif ekonomi besar. Dalam konteks 6. mengapa capture terjadi?, capture perlu
dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak
menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar
berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti,
proses terbuka, dan tujuan publik.

Publik menghadapi collective action problem. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Regulator membutuhkan informasi dan kerja sama industri. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Karier serta reputasi memengaruhi perilaku. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Institusi dan budaya menentukan ketahanan. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

7. Asimetri Informasi dan Ketergantungan Keahlian

Sektor teknis menghasilkan ketergantungan pengetahuan. Dalam konteks 7. asimetri informasi dan
ketergantungan keahlian, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik
dan pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak
aturan memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus
tersebut dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Data perusahaan tidak selalu dapat diverifikasi. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Regulator sulit merekrut dan mempertahankan ahli. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
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sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Konsultan dapat memiliki konflik. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate clarity, role
separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan performance
review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber informasi.
Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Kapasitas independen adalah public good. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

8. Konsentrasi Manfaat dan Penyebaran Biaya

Manfaat aturan dapat sangat terkonsentrasi. Dalam konteks 8. konsentrasi manfaat dan penyebaran biaya,
capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat.
Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Biaya kecil per warga mengurangi mobilisasi. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Kelompok terorganisasi mempunyai akses berulang. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Future generations tidak memiliki lobi. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate clarity,
role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Analisis distribusi memperlihatkan pola. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.
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9. Revolving Door dan Konflik Kepentingan

Perpindahan pemerintah-industri membawa keahlian dan risiko. Dalam konteks 9. revolving door dan
konflik kepentingan, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan
pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan
memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut
dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Harapan karier dapat memengaruhi keputusan saat menjabat. Hubungan pemerintah dan industri bersifat
saling membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Mantan pejabat mempunyai akses dan informasi. Capture jarang merupakan satu peristiwa. Ia berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Cooling-off harus proporsional. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate clarity, role
separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan performance
review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber informasi.
Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Disclosure dan recusal sangat penting. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture

Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi

Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification
Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier

10. Cultural dan Cognitive Capture

Capture dapat terjadi tanpa transaksi eksplisit. Dalam konteks 10. cultural dan cognitive capture, capture
perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak
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menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar
berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti,
proses terbuka, dan tujuan publik.

Regulator mengadopsi worldview industri. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Komunitas profesional membentuk bahasa dan asumsi. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Prestise serta akses sosial memengaruhi. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Plural expertise mengurangi bias. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli membantu
menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan pilihan
publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan generasi
masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

11. Capture dalam Pembentukan Undang-Undang

Legislasi rentan pada agenda, drafting, dan prosedur. Dalam konteks 11. capture dalam pembentukan
undang-undang, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan
pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan
memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut
dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Naskah teknis dapat berasal dari pihak berkepentingan. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Fast-track mengurangi deliberasi. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang melalui
pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial. Masing-
masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi risiko
sistemik.
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Legislative footprint meningkatkan keterlacakan. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan
mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality
assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu
atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Judicial review menjadi safeguard. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli membantu
menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan pilihan
publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan generasi
masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

12. Capture pada Regulator Independen

Independensi dari politik tidak sama dengan bebas capture. Dalam konteks 12. capture pada regulator
independen, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh
privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Mandat, pengangkatan, anggaran, dan akuntabilitas menentukan. Hubungan pemerintah dan industri
bersifat saling membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional;
industri membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris
sehingga satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu
dipertahankan tanpa memutus komunikasi.

Regulator dapat terlalu dekat atau terlalu jauh dari sektor. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Stabilitas jabatan perlu checks. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate clarity, role
separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan performance
review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber informasi.
Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Culture of independence dibangun sehari-hari. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi.
Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak
merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture
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Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi

Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification
Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier

13. Capture di Sektor Keuangan

Keuangan sangat teknis dan berisiko sistemik. Dalam konteks 13. capture di sektor keuangan, capture perlu
dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak
menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar
berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti,
proses terbuka, dan tujuan publik.

Regulator bergantung data serta model industri. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Too-big-to-fail menambah bargaining power. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Krisis dapat memperkuat atau membuka capture. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan
mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality
assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu
atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Macroprudential dan consumer protection perlu seimbang. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh
teknokrasi. Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan
hak merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

14. Capture di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam

Rente besar dan izin jangka panjang meningkatkan risiko. Dalam konteks 14. capture di sektor energi dan
sumber daya alam, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan
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pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan
memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut
dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Hubungan perusahaan-negara sering kompleks. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Subsidi, tarif, konsesi, dan lingkungan menjadi arena. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Data cadangan serta biaya tidak simetris. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Transparansi kontrak dan beneficial ownership penting. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh
teknokrasi. Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan
hak merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

15. Capture di Sektor Digital dan Al

Inovasi cepat membuat pemerintah bergantung perusahaan. Dalam konteks 15. capture di sektor digital dan
ai, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat.
Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Perusahaan dapat mendefinisikan standar risiko. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Self-regulation dapat fleksibel tetapi lemah. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.
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Regulasi dapat dibuat kompleks dan menguntungkan incumbent. Dari perspektif manajemen, regulator
memerlukan mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance,
quality assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu
individu atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Keahlian publik serta civil society perlu diperkuat. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi.
Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak
merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

16. Capture di Sektor Kesehatan dan Pangan

Obat, alat, rumah sakit, dan pangan memiliki informasi teknis. Dalam konteks 16. capture di sektor
kesehatan dan pangan, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan
pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan
memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut
dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Evidence dapat dipengaruhi pembiayaan penelitian. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Professional capture juga mungkin. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang melalui
pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial. Masing-
masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi risiko
sistemik.

Keselamatan dan akses dapat bertentangan. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Conflict disclosure dan independent assessment diperlukan. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh
teknokrasi. Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan
hak merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.
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17. Perizinan, Inspeksi, dan Penegakan

Capture tidak hanya pada aturan, tetapi enforcement. Dalam konteks 17. perizinan, inspeksi, dan
penegakan, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh
privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Selective inspection dapat memberi privilege. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Risk-based inspection perlu data dan audit. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Perizinan berlebihan menciptakan rente. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Digitalisasi harus disertai governance. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

18. Capture di Tingkat Daerah

Elite lokal memiliki hubungan dekat dengan regulator. Dalam konteks 18. capture di tingkat daerah, capture
perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak
menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar
berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti,
proses terbuka, dan tujuan publik.

Sumber daya, izin, dan pengadaan menjadi titik risiko. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Media serta masyarakat sipil lokal dapat lemah. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
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Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Desentralisasi juga membuka inovasi dan kontrol warga. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan
mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality
assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu
atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Open data spasial membantu. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli membantu
menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan pilihan
publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan generasi
masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

19. Dampak terhadap Persaingan dan Inovasi

Capture dapat melindungi incumbent dan menaikkan entry barrier. Dalam konteks 19. dampak terhadap
persaingan dan inovasi, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan
pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan
memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut
dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Aturan kompleks dapat menjadi moat. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling membutuhkan.
Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri membutuhkan kepastian
dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga satu pihak menentukan
agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa memutus komunikasi.

Standar juga dapat diperlukan untuk keselamatan. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Competition assessment membantu. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate clarity,
role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Innovation-friendly regulation bukan deregulation otomatis. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh
teknokrasi. Ahli membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan
hak merupakan pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan
independen, dan generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.
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20. Dampak terhadap Demokrasi, Ketimpangan, dan Kepercayaan

Capture menggeser suara warga menuju akses elite. Dalam konteks 20. dampak terhadap demokrasi,
ketimpangan, dan kepercayaan, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat
publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat;
banyak aturan memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat
khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Biaya sering ditanggung kelompok lemah. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Ketimpangan politik memperkuat ketimpangan ekonomi. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la
berkembang melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan
sosial. Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya
menjadi risiko sistemik.

Kepercayaan turun ketika aturan dianggap pesanan. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan
mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality
assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu
atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Legitimasi membutuhkan fairness proses. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

21. Cara Mendeteksi Regulatory Capture

Tidak ada indikator tunggal. Dalam konteks 21. cara mendeteksi regulatory capture, capture perlu dipahami
sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture
hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar berfungsi.
Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti, proses
terbuka, dan tujuan publik.

Pola proses, akses, data, dan outcome perlu digabung. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Counterfactual dan benchmark diperlukan. Capture jarang merupakan satu peristiwa. Ia berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
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Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Network analysis memberi red flags, bukan putusan. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan
mandate clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality
assurance, dan performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu
atau sumber informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Transparansi memungkinkan triangulasi. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture

Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi

Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification
Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier

22. Studi Kasus dan Skenario Analitis

Kasus hipotetis membantu membedakan influence dan capture. Dalam konteks 22. studi kasus dan skenario
analitis, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh
privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Sektor memiliki mekanisme berbeda. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling membutuhkan.
Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri membutuhkan kepastian
dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga satu pihak menentukan
agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa memutus komunikasi.

Bukti harus memisahkan korelasi dan sebab. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Capture dapat terjadi bertahap. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate clarity, role
separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan performance
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review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber informasi.
Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Respons harus proporsional. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli membantu
menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan pilihan
publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan generasi
masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

23. Instrumen Pencegahan dan Mitigasi

Stakeholder pluralism mengurangi dominasi. Dalam konteks 23. instrumen pencegahan dan mitigasi,
capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat.
Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang
dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat
dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.

Transparency dan access to information penting. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling
membutuhkan. Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri
membutuhkan kepastian dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga
satu pihak menentukan agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa
memutus komunikasi.

Accountability dan integrity policy melengkapi. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang
melalui pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial.
Masing-masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi
risiko sistemik.

Regulatory oversight meningkatkan kualitas. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Evaluasi hasil perlu berulang. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli membantu
menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan pilihan
publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan generasi
masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

Dimensi Proses Sehat Risiko Capture

Akses Beragam dan transparan Eksklusif dan berulang
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Informasi Diverifikasi independen Satu sumber dominan
Konflik Diungkap dan dikelola Tersembunyi

Alasan Berbasis bukti dan tercatat Post-hoc justification
Hasil Kepentingan publik Rente dan entry barrier

24, Peta Jalan Reformasi Indonesia 2026-2035

Mulai dari disclosure dan kapasitas. Dalam konteks 24. peta jalan reformasi indonesia 2026-2035, capture
perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak
menjadi capture hanya karena industri memperoleh manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar
berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti,
proses terbuka, dan tujuan publik.

Perkuat RIA serta konsultasi. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling membutuhkan. Regulator
membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri membutuhkan kepastian dan
legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga satu pihak menentukan
agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa memutus komunikasi.

Atur lobi dan revolving door. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang melalui pertemuan
rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial. Masing-masing dapat
sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi risiko sistemik.

Bangun regulator profesional dan accountable. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Gunakan open data serta evaluasi. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli membantu
menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan pilihan
publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan generasi
masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.

25. Kesimpulan: Regulator yang Terbuka, Kompeten, dan Tidak Dikuasai

Regulator perlu berinteraksi tanpa kehilangan independensi. Dalam konteks 25. kesimpulan: regulator yang
terbuka, kompeten, dan tidak dikuasai, capture perlu dipahami sebagai penyimpangan hubungan antara
mandat publik dan pengaruh privat. Regulasi tidak menjadi capture hanya karena industri memperoleh
manfaat; banyak aturan memang dirancang agar pasar berfungsi. Pertanyaan utamanya adalah apakah
manfaat khusus tersebut dapat dibenarkan dengan bukti, proses terbuka, dan tujuan publik.
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Independensi harus disertai akuntabilitas. Hubungan pemerintah dan industri bersifat saling membutuhkan.
Regulator membutuhkan data, teknologi, dan pemahaman operasional; industri membutuhkan kepastian
dan legitimasi. Risiko muncul ketika ketergantungan menjadi asimetris sehingga satu pihak menentukan
agenda, asumsi, atau bahasa kebijakan. Jarak profesional perlu dipertahankan tanpa memutus komunikasi.

Kapasitas publik adalah benteng utama. Capture jarang merupakan satu peristiwa. la berkembang melalui
pertemuan rutin, perekrutan, pembiayaan riset, standar teknis, konsultasi, dan jaringan sosial. Masing-
masing dapat sah. Pola kumulatif dan ketiadaan countervailing voice yang mengubahnya menjadi risiko
sistemik.

Partisipasi perlu seimbang dan berbukti. Dari perspektif manajemen, regulator memerlukan mandate
clarity, role separation, conflict policy, knowledge management, data governance, quality assurance, dan
performance review. Tata kelola internal mengurangi ketergantungan pada satu individu atau sumber
informasi. Dokumentasi alasan keputusan sangat penting.

Kepentingan umum harus dapat diuji. Dimensi demokratis tidak dapat diganti oleh teknokrasi. Ahli
membantu menilai risiko, tetapi keputusan mengenai toleransi risiko, distribusi biaya, dan hak merupakan
pilihan publik. Proses harus memberi ruang konsumen, pekerja, komunitas, ilmuwan independen, dan
generasi masa depan.

Prinsip analitisnya adalah neither naive nor cynical. Pemerintah tidak boleh menganggap semua industri
jahat, dan publik tidak boleh menganggap semua regulasi netral. Bukti, transparansi, conflict management,
serta evaluasi outcome memungkinkan penilaian yang lebih adil.
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Studi Kasus dan Skenario Analitis

Kasus 1: Standar Teknis yang Sangat Kompleks

Asosiasi industri mengusulkan standar keselamatan yang hanya dapat dipenuhi perusahaan besar. Standar
mungkin benar-benar meningkatkan keselamatan, tetapi juga mengeluarkan pesaing kecil. Regulator perlu
melakukan risk assessment, konsultasi UMKM, dan menilai alternatif yang proporsional.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 2: Revolving Door pada Regulator Keuangan

Seorang pejabat pindah ke perusahaan yang dahulu diawasi. Perpindahan tidak otomatis membuktikan
capture, karena keahlian relevan. Risiko dinilai dari keputusan sebelumnya, cooling-off, informasi rahasia,
dan aktivitas lobbying setelah pindah.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 3: Draft Regulasi dari Industri

Industri menyediakan draft karena pemerintah kekurangan ahli. Penggunaan input bukan salah, tetapi
pemerintah harus membuka sumber, meminta counter-analysis, dan menulis alasan. Copying tanpa review
meningkatkan risiko.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 4: Deregulasi Perizinan

Penyederhanaan izin dapat mengurangi rente dan mendorong usaha. la menjadi capture bila perlindungan
keselamatan atau lingkungan dihapus tanpa analisis dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Deregulasi bukan sinonim capture maupun reformasi.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 5: Regulasi Digital yang Menguntungkan Incumbent

Perusahaan besar mendukung kewajiban compliance mahal yang dapat mereka penuhi, tetapi startup tidak.
Aturan mungkin diperlukan untuk privasi. Regulatory sandbox, tiered requirement, dan competition
assessment dapat menyeimbangkan.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 6: Penundaan Standar Lingkungan

Regulator menunda standar karena industri menyatakan biaya tinggi dan risiko PHK. Penundaan dapat
rasional selama transisi, tetapi menjadi capture bila data tidak diverifikasi, biaya kesehatan diabaikan, dan
timeline tidak memiliki enforcement.
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Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 7: Capture pada Inspeksi
Aturan formal kuat, tetapi inspeksi jarang dilakukan pada perusahaan besar dan sering pada usaha kecil.
Capture terjadi pada enforcement. Risk-based inspection harus diaudit terhadap pola dan conflict.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 8: Pembiayaan Penelitian Kebijakan
Industri membiayai studi yang menunjukkan produknya aman. Studi tidak otomatis tidak valid, tetapi
funding, data, protocol, dan publication perlu disclosure. Pemerintah memerlukan replication independen.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 9: Konsultasi Publik Formalistik

Regulasi dibuka untuk komentar, tetapi dokumen teknis terlambat, waktu singkat, dan tanggapan tidak
dijawab. Secara formal transparan, secara substantif akses tidak seimbang. Consultation report perlu
menjelaskan respons.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Kasus 10: Regulasi Darurat

Dalam krisis, aturan dibuat cepat dan industri dominan memberi input. Kecepatan dapat diperlukan. Sunset,
ex-post review, dan keterbukaan memastikan langkah darurat tidak menjadi capture permanen.

Kasus tersebut merupakan ilustrasi analitis, bukan tuduhan terhadap lembaga atau pelaku tertentu. Penilaian
capture membutuhkan bukti mengenai akses, proses, conflict, alasan, dan dampak.

Pendalaman Konseptual

A. Teori Ekonomi Regulasi

Teori kepentingan publik memandang regulasi sebagai koreksi monopoli, eksternalitas, informasi, dan
barang publik. Kritik capture menunjukkan regulator juga berada dalam sistem insentif. Stigler berargumen
industri dapat memperoleh dan menggunakan regulasi untuk kepentingannya.

Pendekatan Peltzman menambahkan regulator menyeimbangkan kelompok, bukan sekadar dikuasai satu
industri. Hasil regulasi dapat berupa koalisi produsen, konsumen, pekerja, dan politisi. Capture tidak selalu
total.

Public choice menyoroti individu dalam negara mempunyai preferensi dan karier. Namun asumsi self-
interest tidak meniadakan professional mission dan norma. Desain harus mengakui keduanya.
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Model ekonomi membantu memahami insentif, tetapi sulit menangkap budaya, ide, dan legitimacy. Karena
itu, teori modern bersifat multidisiplin.

Implikasi utama bukan menolak regulasi, melainkan memperbaiki governance. Deregulasi juga dapat

dicapture oleh pihak yang diuntungkan.

B. Information Capture

Information capture terjadi ketika pelaku mengendalikan data, indikator, model, atau definisi masalah.
Regulator mungkin mengambil keputusan secara tulus tetapi berdasarkan informasi yang bias.

Perusahaan mempunyai proprietary data yang berguna. Data sharing harus menjaga rahasia dagang tetapi
memungkinkan audit. Secure data room dan independent expert dapat membantu.

Model sering kompleks sehingga asumsi tersembunyi. Open methodology serta sensitivity penting.
Regulators perlu reproducibility.

Agenda research dapat dicapture melalui funding: pertanyaan tertentu diteliti, yang lain tidak. Public
research funding membangun counterknowledge.

Information pluralism bukan meminta semua pendapat sama valid. Quality standards dan peer review tetap

diperlukan.

C. Cultural Capture
Cultural capture terjadi ketika regulator dan industri berbagi pendidikan, status, bahasa, serta pandangan
dunia. Pengaruhnya halus dan tidak selalu disengaja.

Regulator dapat melihat perusahaan sebagai sophisticated dan konsumen sebagai kurang paham. Bias
tersebut memengaruhi bobot bukti. User research dan consumer voice penting.

Prestise karier industri dapat memengaruhi recruitment dan aspiration. Public service perlu jalur karier,
remunerasi, dan reputasi yang kuat.

Rotasi dapat mengurangi kedekatan tetapi kehilangan expertise. Team diversity dan peer challenge lebih
baik daripada rotasi mekanis.

Culture of independence dibangun oleh pimpinan yang menerima dissent dan mencatat contact.

D. Political Capture

Politisi dapat memengaruhi regulator melalui pengangkatan, anggaran, mandat, dan komunikasi. Pengaruh
demokratis sah karena regulator tidak berada di luar negara. Masalah adalah intervensi partisan atau donor.

Independence perlu berbeda menurut fungsi. Penetapan tarif teknis mungkin independen, sedangkan tujuan
kebijakan ditetapkan pemerintah. Role clarity penting.

Budget dependence dapat digunakan sebagai tekanan. Multi-year funding atau formula membantu, tetapi
parlemen tetap mengawasi.

Appointment harus mempertimbangkan kompetensi, conflict, tenure, dan removal. Proses yang sepenuhnya
tertutup meningkatkan risiko.

Political accountability dan operational independence perlu diseimbangkan.
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E. Professional Capture

Profesi yang diatur dapat menguasai board dan standar. Self-regulation membawa expertise serta peer
enforcement, tetapi dapat membatasi entry dan melindungi anggota.

Contohnya dapat muncul pada layanan kesehatan, hukum, akuntansi, pendidikan, dan teknik. Requirement
harus terkait risiko, bukan prestige.

Public members dan independent chair dapat menyeimbangkan. Namun mereka membutuhkan dukungan
teknis agar tidak simbolik.

Continuing competence dan discipline perlu transparan. Complaint user memberi data.

Competition authority dapat menilai restriction profesi.

F. Capture dan Regulatory Complexity

Aturan kompleks dapat berasal dari masalah kompleks, tetapi juga menguntungkan pelaku yang mampu
membayar compliance. Incumbent kadang mendukung regulation untuk menaikkan barrier.

Simplification harus mempertahankan tujuan. Tiered dan risk-based rule dapat mengurangi beban kecil.
One-size-fits-all sering tidak proporsional.

Complexity audit dan plain-language membantu. Guidance tidak boleh menciptakan shadow regulation
tanpa review.

Legal certainty penting, tetapi terlalu preskriptif dapat menghambat innovation. Performance-based rule
memiliki discretion dan enforcement challenge.

Regulatory design harus mempertimbangkan distribution of compliance capacity.

G. Capture dan Krisis

Krisis meningkatkan kebutuhan kerja sama dengan industri, misalnya keuangan, kesehatan, energi, atau
teknologi. Kecepatan mengurangi consultation dan procurement normal.

Perusahaan besar menjadi essential partner dan memperoleh bargaining power. Pemerintah dapat menerima
terms yang kemudian permanen.

Emergency measure harus memiliki sunset, data, review, dan publication. Konflik tetap disclosed.

Krisis juga dapat memecahkan capture karena kegagalan terlihat dan reform coalition muncul. Commission
independen dapat belajar.

Resilience berarti kapasitas negara sebelum krisis sehingga tidak sepenuhnya bergantung.

H. Capture dan Ketimpangan

Kelompok kaya mempunyai lebih banyak akses, ahli, donor, dan media. Capture memperkuat ketimpangan
karena aturan melindungi rente. Ketimpangan kemudian memperbesar kemampuan capture, membentuk
feedback loop.

Biaya regulasi dapat dialihkan ke harga, pekerja, lingkungan, atau pajak. Distributional impact perlu
eksplisit.
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Kelompok miskin sering kurang terorganisasi dan mengalami time poverty. Public advocate dan legal aid
dapat mewakili.

Universal service dan competition mengurangi dependency. Social policy juga merupakan anti-capture
institution.

Equality of access to policymaking adalah dimensi demokrasi.

I. Capture dan Kepercayaan

Warga menilai fairness proses. Bahkan aturan efektif dapat ditolak bila dianggap pesanan. Disclosure dan
reasoned decision membantu.

Skandal satu lembaga dapat menurunkan trust pada regulator lain. Respons cepat, audit, dan correction
diperlukan.

Transparency saja dapat menambah sinisme jika data menunjukkan akses tidak seimbang tanpa perbaikan.
Accountability harus mengikuti.

Public communication tidak boleh propaganda. Regulator perlu menjelaskan uncertainty dan dissent.

Trust dibangun melalui consistency serta independence yang terlihat.

J. Capture-proof versus Capture-resilient

Tidak ada lembaga sepenuhnya capture-proof. Aktor dan teknologi berubah. Tujuan realistis adalah
capture-resilient: mampu mendeteksi, menahan, dan mengoreksi.

Resilience memerlukan diversity, redundancy, transparency, accountability, expertise, dan review. Satu
titik pengawasan tidak cukup.

Overprotection dapat membuat regulator terisolasi dan tidak memahami sektor. Engagement protocol lebih
baik daripada larangan total contact.

Institutional memory menyimpan pola influence. Contact register dan decision log membantu.

Periodic independent evaluation menguji apakah safeguard bekerja.

Kerangka Diagnosis Regulatory Capture

Diagnosis dimulai dengan mandate test: apa tujuan hukum lembaga dan kepentingan publik yang harus
dilindungi? Tanpa baseline normatif, sulit menyatakan penyimpangan.

Langkah kedua adalah access mapping: siapa bertemu regulator, memberikan data, duduk pada komite,
membiayai riset, atau menulis draft? Akses tidak salah, tetapi konsentrasi memberi red flag.

Langkah ketiga information audit: sumber data, model, asumsi, dan verifikasi. Apakah regulator
mempunyai keahlian independen dan akses pada raw data?

Langkah keempat conflict assessment: pekerjaan sebelumnya, aset, keluarga, hadiah, pembiayaan, dan
future employment. Disclosure serta recusal diperiksa.

Langkah kelima process review: konsultasi, waktu, responses, impact assessment, dissent, dan reasons.
Prosedur formal harus bermakna.
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Langkah keenam outcome analysis: siapa memperoleh rente, barrier, risiko, atau pengecualian? Apakah
hasil berulang dan sulit dibenarkan?

Langkah ketujuh counterfactual: apakah kebijakan sama akan dipilih dengan informasi dan akses yang
seimbang? Benchmark negara/sektor membantu.

Langkah kedelapan enforcement review: aturan mungkin baik tetapi pengawasan selektif. Data inspeksi,
sanksi, dan settlement dianalisis.

Diagnosis harus menghasilkan tingkat risiko, bukan tuduhan pidana otomatis. Capture adalah konsep
governance; pelanggaran hukum memerlukan standar bukti dan proses yang berbeda.

Peta Jalan Reformasi Indonesia 2026-2035

Tahap 1: Transparansi Pengaruh (2026-2027)

Bangun register konsultasi, lobi, komite, konflik, hadiah, dan riset yang digunakan. Publikasikan regulatory
agenda, draft, komentar, serta responses. Prioritaskan sektor berisiko tinggi.

Tahap 2: Kapasitas dan Data Independen (2026-2029)

Perkuat unit analisis, remunerasi, fellowship, akses data, laboratorium, dan pendanaan riset independen.
Regulator harus mampu mereplikasi klaim industri.

Tahap 3: Regulatory Impact Assessment Berkualitas (2027-2030)

RIA menilai alternatif, distribusi, kompetisi, UMKM, gender, lingkungan, serta enforcement. Independent
challenge dan publication diterapkan.

Tahap 4: Aturan Konflik dan Revolving Door (2027-2030)

Standarkan disclosure, recusal, cooling-off berbasis risiko, post-employment restriction, dan ethics advice.
Jangan melarang mobilitas secara berlebihan.

Tahap 5: Konsultasi yang Seimbang (2027-2031)

Biayai consumer/public interest participation, plain-language document, waktu cukup, dan response matrix.
Technical committee memiliki komposisi plural.

Tahap 6: Governance Regulator (2028-2032)

Perjelas mandat, appointment, tenure, funding, removal, performance, dan appeals. Board serta
management memiliki checks.

Tahap 7: Open Enforcement (2028-2033)

Publikasikan inspection criteria, sanction, settlement, waiver, dan performance tanpa membuka data
sensitif. Gunakan risk analytics dengan audit bias.

Tahap 8: Evaluasi dan Koreksi (2029-2035)

Lakukan ex-post review, competition review, judicial/legislative oversight, dan periodic capture risk
assessment. Sunset pada exemption serta emergency rule.
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Balanced Scorecard Ketahanan terhadap Capture

Perspektif Tujuan Indikator Risiko
Mandat Kepentingan publik Tujuan, KPI, reasons Mandate drift
jelas
Akses Plural dan transparan Contact/consultation Dominasi
data
Keahlian Independen Staff, research, Dependence
replication
Integritas Konflik dikelola Disclosure, recusal Revolving door
Proses Berbukti RIA, response, dissent | Formalism
Enforcement Konsisten Inspection, sanction Selective leniency
Akuntabilitas Dapat diuji Audit, appeal, review Isolation
Outcome Publik Competition, safety, Rent
equity

Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan IBM-ASMI

Regulatory capture relevan bagi manajemen karena perusahaan berinteraksi dengan pemerintah melalui
izin, standar, pengadaan, asosiasi, lobi, dan public affairs. Mahasiswa perlu membedakan advocacy yang
sah dari rent seeking serta quid pro quo.

Corporate governance perlu mengawasi lobbying, political contribution, regulatory submission, dan
revolving door. Board harus memahami risiko hukum, reputasi, dan persaingan. Disclosure dapat menjadi
bagian ESG dan integritas.

Public management perlu mengembangkan stakeholder mapping, conflict policy, regulatory impact, data
governance, procurement, dan ethics. Regulator harus mampu mendengar tanpa tunduk.

IBM-ASMI dapat membangun Regulatory Governance Lab untuk studi kasus Indonesia, simulasi
konsultasi, audit konflik, dan analisis regulatory impact. Kolaborasi dengan UMKM penting agar suara
pelaku kecil masuk.

Kepemimpinan etis menolak strategi yang mencari keuntungan melalui aturan eksklusif. Keunggulan
berkelanjutan seharusnya berasal dari inovasi dan produktivitas, bukan capture.

Glossarium

Agenda capture: Pengaruh yang menentukan masalah dan opsi apa yang masuk agenda.
Cognitive capture: Adopsi cara berpikir pihak yang diatur oleh regulator.

Conflict of interest: Situasi kepentingan pribadi dapat memengaruhi tugas publik.
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Cooling-off period: Masa pembatasan sebelum atau sesudah perpindahan jabatan tertentu.
Cultural capture: Pengaruh melalui budaya, status, jaringan, dan nilai bersama.

Elite capture: Penguasaan sumber atau program oleh elite lokal atau nasional.
Information asymmetry: Ketimpangan informasi antara regulator, industri, dan publik.
Legislative footprint: Catatan pihak dan masukan yang memengaruhi penyusunan aturan.
Lobbying: Komunikasi terorganisasi untuk memengaruhi kebijakan.

Policy capture: Pengalihan keputusan kebijakan secara berulang dari kepentingan umum ke kepentingan
khusus.

Recusal: Pengunduran diri dari keputusan karena konflik kepentingan.

Regulatory capture: Dominasi kepentingan yang diatur atas lembaga, proses, atau hasil regulasi.
Regulatory impact assessment: Analisis sistematis opsi, biaya, manfaat, risiko, dan distribusi aturan.
Regulatory oversight body: Lembaga yang mengawasi kualitas proses regulasi.

Rent seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui privilese aturan.

Revolving door: Perpindahan personel antara regulator, pemerintah, dan industri.

State capture: Pengaruh atas aturan dasar dan institusi negara untuk kepentingan tertentu.
Stakeholder consultation: Proses memperoleh masukan pihak terdampak.

Undue influence: Pengaruh yang tidak patut, tidak seimbang, atau tersembunyi.

Whistleblower: Orang yang melaporkan dugaan pelanggaran atau risiko integritas.
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Catatan Kontekstual Indonesia

Kajian hukum Indonesia menjelaskan regulatory capture sebagai situasi ketika pembentuk aturan yang
seharusnya berpihak pada kepentingan umum memilih kepentingan industri atau bisnis yang diatur. Risiko
ini dapat muncul melalui konflik kepentingan, dominasi informasi, dan proses pembentukan peraturan yang
tidak seimbang.

Penelitian mengenai sektor energi Indonesia menunjukkan pentingnya memperhatikan pengaruh eksternal,
cara berpikir yang berpihak pada industri, proses legislasi, dan tata kelola regulator. Temuan akademik
tersebut harus dibaca sebagai analisis mekanisme dan bukti penelitian, bukan generalisasi terhadap semua
lembaga atau perusahaan.
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Kajian pembentukan hukum dalam keadaan darurat menekankan bahwa prosedur yang dipercepat dapat
meningkatkan kerentanan terhadap capture apabila partisipasi, alasan, dan review tidak memadai. Keadaan
darurat tetap dapat membenarkan kecepatan, tetapi memerlukan sunset dan ex-post evaluation.

OECD mendefinisikan policy capture sebagai keadaan ketika keputusan publik secara konsisten atau
berulang diarahkan menjauh dari kepentingan umum menuju kepentingan khusus. OECD
merekomendasikan empat strategi yang saling melengkapi: keterlibatan kepentingan yang beragam,
transparansi dan akses informasi, akuntabilitas, serta kebijakan integritas organisasi.

Artikel ini tidak menyatakan bahwa suatu kebijakan yang menguntungkan industri otomatis merupakan
capture. Kepentingan publik kadang memang memerlukan profit, investasi, stabilitas, dan konsultasi
industri. Diagnosis membutuhkan bukti proses, alternatif, konflik, dan dampak.

Penutup Reflektif

Regulasi lahir karena pasar dan organisasi tidak selalu menghasilkan kepentingan umum. Namun regulator
juga manusia dan institusi yang bekerja di dalam jaringan kekuasaan. Capture mengingatkan bahwa niat
baik tidak cukup; desain dan pengawasan diperlukan.

Hubungan dengan industri tidak boleh diputus. Tanpa interaksi, aturan dapat tidak realistis dan berbahaya.
Tantangannya adalah structured engagement: kontak tercatat, peserta beragam, data diverifikasi, conflict
diungkap, dan alasan dipublikasikan.

Independensi regulator bukan kebebasan dari demokrasi. Regulator tetap harus tunduk hukum, tujuan
pemerintah yang sah, parlemen, audit, pengadilan, dan publik. Independensi berarti keputusan operasional
tidak dikuasai tekanan yang tidak patut.

Kapasitas teknis negara adalah fondasi. Pemerintah yang kekurangan ahli akan bergantung pada pihak yang
diatur. Investasi pada manusia, data, laboratorium, dan riset adalah investasi anti-capture.

Partisipasi publik perlu lebih dari undangan. Kelompok konsumen, pekerja, komunitas, UMKM, dan
lingkungan memerlukan waktu, informasi, serta sumber daya untuk hadir. Equality of voice tidak muncul
otomatis.

Transparansi tidak menyelesaikan semua. Publik dapat melihat pengaruh tetapi tidak mampu mengoreksi.
Karena itu, disclosure harus terhubung dengan recusal, review, competition, sanction, dan redesign.

Capture juga dapat terjadi melalui ide. Regulator dapat sungguh-sungguh percaya bahwa kepentingan
industri sama dengan kepentingan publik. Pluralisme ilmu, dissent, dan evaluasi membantu menguji
asumsi.

Indonesia memerlukan regulatory governance yang tidak anti-bisnis dan tidak tunduk bisnis. Aturan yang
baik mendukung investasi, inovasi, keselamatan, keadilan, dan lingkungan melalui proses yang dipercaya.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting adalah: siapa yang didengar, data siapa yang dipercaya, siapa yang
memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah keputusan dapat dikoreksi? Jawaban atas
pertanyaan tersebut menentukan apakah regulasi menjadi alat publik atau milik elite.
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Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan tata kelola
regulasi. Contoh sektor dan mekanisme digunakan untuk analisis umum dan tidak merupakan tuduhan
hukum kepada individu, perusahaan, atau lembaga tertentu.
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Lampiran Analitis: Dua Puluh Dimensi Tambahan Regulatory Capture

1. Capture melalui Penetapan Agenda

Pengaruh paling kuat sering terjadi sebelum rancangan regulasi tersedia. Aktor yang mampu
mendefinisikan masalah menentukan opsi yang dianggap rasional. Bila masalah transportasi didefinisikan
semata sebagai kurangnya kendaraan, solusi angkutan umum atau tata ruang dapat tersingkir. Agenda
capture bekerja dengan membuat alternatif tertentu tidak terlihat.

Agenda setting dipengaruhi konferensi, laporan, data, media, konsultasi awal, dan hubungan informal.
Perusahaan besar mampu memproduksi narasi terus-menerus, sedangkan kelompok terdampak muncul
hanya saat krisis. Regulatory agenda yang dipublikasikan lebih awal memberi kesempatan countervoice.

Foresight dan horizon scanning membantu pemerintah menemukan masalah tanpa menunggu industri. Data
pengaduan, akademik, dan masyarakat dapat menjadi sumber. Regulator perlu memiliki agenda penelitian
sendiri.

Legislative dan regulatory planning yang terlalu tertutup meningkatkan risiko. Draft prioritas sebaiknya
menjelaskan problem statement, evidence gap, dan pihak yang akan dilibatkan.

Pencegahan agenda capture tidak berarti semua isu diperlakukan sama. Pemerintah tetap menetapkan
prioritas, tetapi alasan dan sumber pengaruh tercatat.

2. Capture melalui Bahasa Teknis

Bahasa teknis dapat menjadi penghalang partisipasi. Istilah, formula, dan standar diperlukan untuk akurasi,
tetapi juga dapat membuat hanya insider mampu berdebat. Kelompok publik akhirnya hanya menanggapi
nilai umum, sedangkan detail yang menentukan disepakati industri.

Plain-language summary, glossary, data visualization, dan workshop membantu. Dokumen teknis tetap
tersedia untuk ahli. Dua lapis komunikasi meningkatkan accessibility tanpa menurunkan kualitas.

Standar internasional sering dibawa sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan. Padahal adopsi
memerlukan konteks biaya, kapasitas, dan tujuan. Regulator perlu menjelaskan alasan pemilihan standar
tertentu.

Bahasa risiko juga dapat dicapture. Industri dapat menekankan risiko overregulation dan mengabaikan
risiko publik, atau sebaliknya. Risk register harus mencakup semua pihak.

Technical review panel yang plural dapat menguji terminologi serta asumsi. Catatan dissent penting ketika
consensus dipaksakan.

3. Capture melalui Komite dan Badan Penasihat

Komite ahli membantu regulator memperoleh pengetahuan. Risiko muncul ketika komposisi didominasi
pihak yang diatur, masa jabatan panjang, dan konflik tidak dibuka. Keputusan formal mungkin tetap
regulator, tetapi framing berasal dari komite.

Komposisi sebaiknya mencakup industri, konsumen, pekerja, akademisi, masyarakat terdampak, serta ahli
independen sesuai isu. Representasi tidak harus numerik sama, tetapi imbalance dijelaskan.

Anggota perlu disclosure kepentingan dan recusal. Notulen, dokumen, serta rekomendasi dipublikasikan
kecuali alasan sah. Compensation jangan menciptakan ketergantungan.
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Rotasi mencegah entrenchment tetapi dapat mengurangi memory. Staggered terms dan secretariat
profesional menyeimbangkan.

Komite bukan tempat menggantikan konsultasi publik. Ia memberi technical advice yang tetap diuji dalam
proses luas.

4. Capture melalui Standar Sukarela

Standar sukarela, kode etik, dan sertifikasi dapat bergerak cepat serta memanfaatkan keahlian industri.
Mereka bermanfaat ketika regulasi formal lambat. Namun self-regulation dapat menjadi alat reputasi tanpa
enforcement atau menetapkan barrier bagi pesaing.

Pemerintah perlu menilai representativeness, monitoring, sanction, complaint, dan public reporting. Co-
regulation dapat menggabungkan fleksibilitas dan oversight.

Logo sertifikasi dapat menyesatkan jika standar lemah. Consumer authority perlu mengawasi claim. Audit
harus independen.

Ketika standar sukarela dijadikan syarat procurement atau izin, ia menjadi quasi-regulation dan perlu
governance lebih kuat.

Sunset dan review penting karena teknologi berubah. Standard setter juga rentan capture oleh anggota
dominan.

5. Capture melalui Pengecualian dan Waiver

Aturan umum sering memerlukan pengecualian karena kondisi khusus. Namun waiver adalah titik rawan
karena discretion dan manfaat terkonsentrasi. Pengecualian yang tampak kecil dapat mengosongkan tujuan
regulasi.

Kriteria, authority, duration, beneficiary, dan alasan waiver perlu dibuka. Emergency waiver memiliki
sunset serta monitoring.

Pola waiver dapat dianalisis: siapa sering menerima, berapa lama, dan apa outcome. Repeat waiver
menunjukkan aturan tidak tepat atau privilege.

Proses appeal tersedia bagi pihak yang ditolak, tetapi appeal tidak boleh memperpanjang tanpa batas.
Judicial review memberi check.

Jika banyak waiver diperlukan, regulator perlu memperbaiki aturan, bukan mengelola pengecualian

permanen.

6. Capture melalui Penegakan Negosiasi

Settlement dan negotiated compliance dapat lebih efisien daripada litigasi. Perusahaan memperbaiki cepat
dan regulator menghemat sumber daya. Tetapi kesepakatan tertutup dapat memberi perlakuan istimewa.

Framework settlement harus menetapkan faktor: dampak, niat, cooperation, remediation, deterrence, dan
ability to pay. Keputusan signifikan dipublikasikan dengan alasan.

Perusahaan besar dapat menggunakan pengacara untuk menunda dan memperoleh diskon, sedangkan usaha
kecil menerima sanksi penuh. Data comparative penting.
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Non-prosecution atau deferred agreement perlu independent review. Monitor yang ditunjuk harus bebas
conflict.

Enforcement discretion tidak dapat dihapus; governance membuatnya konsisten dan dapat diuji.

7. Capture melalui Penguasaan Infrastruktur Data

Di era digital, perusahaan sering menguasai platform, sensor, transaksi, atau cloud yang menghasilkan data
regulasi. Pemerintah bergantung pada laporan yang tidak dapat diaudit. Data infrastructure menjadi sumber
kekuasaan.

Regulatory data access harus diatur sejak awal: format, frequency, quality, audit, privacy, dan cost. API
saja tidak cukup jika definisi dikendalikan perusahaan.

Public data infrastructure dapat mengurangi dependence, tetapi mahal. Shared systems dan independent
labs dapat membantu.

Algoritma perusahaan perlu audit sesuai risiko. Rahasia dagang dilindungi, tetapi tidak boleh menutup
accountability. Secure access dan expert confidentiality adalah kompromi.

Data portability serta interoperability juga mendukung competition dan mengurangi incumbent capture.

8. Capture melalui Pengaruh pada Pendidikan dan Keahlian
Industri membiayai kurikulum, beasiswa, laboratorium, konferensi, dan asosiasi profesi. Dukungan dapat
memperkuat ilmu, tetapi juga membentuk agenda, vocabulary, dan pipeline ahli yang berpihak.

Universitas perlu disclosure funding, academic freedom clause, publication rights, dan governance conflict.
Donor tidak menentukan hasil.

Regulator merekrut dari talent pool yang dibentuk industri. Public fellowship dan chair independen
membangun alternatif.

Continuing professional education yang hanya disediakan vendor dapat bias. Accreditation serta plural
provider diperlukan.

Academic capture tidak berarti semua penelitian industri salah. Reproducibility, data access, peer review,

dan funding diversity menjaga kualitas.

9. Capture melalui Media dan Public Relations

Kebijakan dipengaruhi opini publik. Industri dapat membiayai iklan, media, influencer, think tank, dan
kampanye grassroot semu. Astroturfing membuat kepentingan khusus tampak sebagai gerakan warga.

Sponsor dan beneficial funder perlu disclosed. Media harus membedakan advertorial, opini, dan berita.
Regulator perlu media monitoring tetapi tidak mengontrol diskursus.

Kelompok publik juga menggunakan kampanye emosional yang dapat mengabaikan bukti. Equal standards
berlaku. Kebijakan tidak boleh menjadi kontes anggaran komunikasi semata.

Public consultation dapat meminta declaration apakah komentar dikoordinasikan atau template. Banyak
komentar identik tetap dihitung sebagai ekspresi, tetapi tidak menggantikan evidence.

Media literacy membantu publik memahami sumber klaim. Regulator perlu komunikasi proaktif mengenai
alasan dan uncertainty.
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10. Capture melalui Litigasi Strategis

Perusahaan dan kelompok dapat menggugat aturan, suatu hak penting. Litigasi mengoreksi tindakan tidak
sah. Namun biaya dan ancaman gugatan dapat membuat regulator menghindari aturan yang diperlukan,
dikenal sebagai regulatory chill.

Pemerintah membutuhkan legal capacity dan evidence record yang kuat. RIA serta consultation
memperbaiki defense.

Settlement litigasi harus transparan karena dapat mengubah kebijakan tanpa proses luas. Amicus
participation memberi perspektif.

Klausul investasi dan arbitration dapat memengaruhi regulatory space. Pemerintah perlu drafting treaty dan
safeguard public interest.

Litigasi bukan capture otomatis; pola abuse, asymmetry, dan hidden settlement menjadi fokus.

11. Capture melalui Penguasaan Waktu

Aktor berpengaruh dapat mempercepat aturan yang menguntungkan atau menunda aturan yang merugikan.
Timing adalah bentuk kekuasaan. Delay bertahun-tahun dapat setara dengan kemenangan substantif.

Regulatory plan perlu milestone dan alasan delay. Court atau parliament dapat meminta progress. Namun
deadline kaku dapat menurunkan kualitas.

Industri memiliki kemampuan mengirim komentar cepat, sedangkan masyarakat memerlukan waktu.
Consultation period perlu mempertimbangkan complexity.

Emergency fast-track harus memiliki threshold dan sunset. Slow-track juga perlu review agar tidak menjadi
veto diam-diam.

Dashboard status serta correspondence membuat time capture terlihat.

12. Capture melalui Fragmentasi Kelembagaan

Banyak lembaga dengan mandat tumpang tindih dapat mencegah dominasi, tetapi juga membuka forum
shopping. Pelaku memilih regulator paling longgar atau memanfaatkan konflik.

Coordination body, lead regulator, MoU, dan shared data diperlukan. Namun koordinasi tidak boleh
menjadi cartel birokrasi tanpa accountability.

Fragmentasi pusat-daerah menambah variasi. Regulatory competition dapat mendorong inovasi atau race
to the bottom.

Clarifying jurisdiction mengurangi loophole. Joint inspection dan case allocation membantu.

Oversight perlu melihat sistem, bukan satu lembaga. Capture dapat berpindah ke titik paling lemah.

13. Capture melalui Ketergantungan Anggaran

Regulator dapat dibiayai anggaran umum, fee industri, atau kombinasi. Fee memberi stabilitas dan user-
pays, tetapi menciptakan dependency pada sektor. Anggaran umum memberi kontrol demokratik tetapi
rentan tekanan politik.

Funding model perlu multi-year predictability, transparency, dan limit. Fee formula tidak boleh
dinegosiasikan per perusahaan.
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Regulator yang memperoleh pendapatan dari denda dapat memiliki incentive overenforcement. Denda
sebaiknya masuk treasury atau governance khusus.

Kekurangan anggaran mendorong reliance pada secondment, data, dan training industri. Hidden subsidy
ini perlu disclosed.

Financial independence harus disertai audit dan performance.

14. Capture melalui Penunjukan dan Pemberhentian
Pemilihan pimpinan menentukan nilai dan keberanian regulator. Proses tertutup atau partisan meningkatkan
risiko. Namun panel teknokrat juga dapat menjadi elite tertutup.

Kriteria kompetensi, conflict, public hearing, term, dan alasan keputusan perlu jelas. Diversity penting
untuk plural perspective.

Removal hanya dengan sebab melindungi independensi, tetapi mekanisme accountability untuk misconduct
tetap ada. Acting appointment jangan terlalu lama.

Performance assessment tidak boleh didasarkan kepuasan industri semata. Public outcomes dan process
menjadi ukuran.

Board collective dapat mengurangi individual capture, tetapi group capture tetap mungkin. Dissent dan

rotation membantu.

15. Capture melalui Definisi Kepentingan Publik

Istilah kepentingan publik tidak selalu tunggal. Harga murah, keselamatan, pekerjaan, inovasi, lingkungan,
privasi, dan keamanan dapat bertentangan. Pihak yang menguasai definisi memperoleh keuntungan.

Regulator harus menyatakan tujuan dan bobot, bukan menyembunyikan trade-off dalam teknis. Undang-
undang memberi mandat, tetapi interpretasi tetap.

Distributional analysis memperlihatkan bahwa manfaat agregat dapat merugikan minoritas. Rights
memberi batas terhadap utilitarian calculation.

Deliberation dan reasoned decision membangun legitimasi. Tidak semua konflik dapat diselesaikan bukti.
Capture terjadi ketika satu kepentingan khusus disamakan dengan publik tanpa pengujian dan secara

berulang.

16. Capture pada Regulatory Sandbox

Sandbox memberi ruang inovasi dengan pengawasan. Pelaku bekerja dekat regulator, sehingga learning
cepat. Risiko adalah regulator mengembangkan attachment pada peserta atau memberi first-mover
privilege.

Kriteria masuk, keluar, data, consumer protection, dan publication harus jelas. Peserta tidak otomatis
mendapat izin permanen.

Nonparticipants perlu kanal menyampaikan dampak competition. Sandbox hasilnya digunakan untuk
aturan umum, bukan exemption eksklusif.

Failure dan incident dilaporkan. Rahasia usaha dijaga tetapi outcome agregat terbuka.
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Independent evaluation sandbox memastikan manfaat publik dan menghindari innovation theatre.

17. Capture dalam Standardisasi Internasional

Aturan nasional sering mengikuti badan internasional dan forum teknis. Perusahaan multinasional memiliki
kapasitas hadir, sementara negara berkembang dan masyarakat terbatas. Capture dapat terjadi pada tingkat
transnasional.

Adopsi standar global memberi interoperability dan trade, tetapi perlu domestic impact. Delegasi
pemerintah harus memiliki mandate serta report.

Technical assistance yang dibiayai pihak berkepentingan perlu disclosure. Regional cooperation dapat
meningkatkan bargaining.

Standard-setting organization perlu balanced representation dan appeal. Intellectual property dalam standar
dapat menciptakan rente.

Indonesia perlu membangun ahli yang mampu berpartisipasi dari tahap awal, bukan hanya menjadi rule

taker.

18. Capture dan Deregulasi

Capture sering diasosiasikan regulasi yang menguntungkan industri, tetapi deregulasi juga dapat dicapture.
Penghapusan kontrol dapat memindahkan risiko ke publik dan membuka rente.

Sebaliknya, aturan lama mungkin merupakan hasil capture incumbent. Deregulasi dapat memulihkan
competition. Diagnosis harus spesifik.

Regulatory guillotine dan omnibus simplification perlu screening tujuan, risk, dan distribution. Jumlah
aturan bukan ukuran kualitas.

Ex-post monitoring setelah deregulasi penting karena dampak mungkin muncul kemudian. Re-regulation
tidak boleh dianggap kegagalan jika bukti berubah.

Prinsipnya adalah better regulation, bukan more atau less regulation secara ideologis.

19. Capture dan BUMN/Badan Publik

Ketika negara menjadi regulator sekaligus pemilik perusahaan, konflik struktural muncul. Regulator dapat
melindungi BUMN dari competition atau membebani dengan tugas publik tanpa kompensasi.

Ownership function dan regulatory function perlu dipisahkan. Level playing field serta public service
obligation transparan.

BUMN dapat menjadi alat kebijakan yang sah. Capture terjadi jika kepentingan perusahaan menggantikan
kepentingan sektor atau warga.

Board appointment, procurement, subsidy, dan guarantee perlu governance. State ownership bukan jaminan
publik secara otomatis.

Competition neutrality dan consolidated reporting membantu.
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20. Capture dan Masa Depan Regulasi Indonesia

Indonesia menghadapi transformasi digital, energi, demografi, kesehatan, dan geopolitik. Regulasi akan
semakin teknis dan cepat. Ketergantungan pada industri berpotensi meningkat jika kapasitas publik tidak
tumbubh.

Sebaliknya, open data, civic tech, dan pendidikan memberi peluang pengawasan baru. Masyarakat dapat
menganalisis kontak, kontrak, dan dampak. Governance data menjadi kunci.

Regulatory reform perlu dipandang sebagai pembangunan institusi, bukan hanya simplifikasi. Kualitas
regulator menentukan investasi dan perlindungan.

Indonesia dapat mengembangkan profesi regulatory policy, economics, risk, dan enforcement. Perguruan
tinggi serta lembaga pelatihan berperan.

Tujuan 2035 adalah ekosistem yang memungkinkan industri memberi masukan, publik hadir, regulator
memutus secara independen, dan kesalahan dikoreksi.

Dua Puluh Lima Indikator Risiko Capture

1. Konsentrasi pertemuan regulator dengan pihak tertentu.
. Proporsi komentar konsultasi dan sumbernya.
. Persentase data regulator yang berasal dari industri.

. Kemampuan regulator mereplikasi model.

2

3

4

5. Komposisi komite penasihat.
6. Disclosure konflik dan tingkat recusal.

7. Perpindahan personel regulator-industri.

8. Lama cooling-off dan kepatuhan.

9. Konsentrasi pendanaan riset.

10. Sumber draft regulasi.

11. Durasi serta alasan delay regulasi.

12. Jumlah waiver dan penerima.

13. Pola inspeksi menurut ukuran perusahaan.
14. Besaran sanksi relatif pelanggaran.

15. Settlement dan alasan.

16. Entry barrier setelah aturan.

17. Perubahan concentration pasar.

18. Distribusi biaya konsumen/pekerja/lingkungan.

19. Kualitas RIA dan alternatives.
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20. Respons regulator terhadap komentar.
21. Jumlah dissent atau peer challenge.
22. Judicial/legislative review outcome.
23. Trust publik dan persepsi fairness.
24. Ex-post review serta koreksi.

25. Ketergantungan anggaran pada pihak diatur.

Dua Belas Rekomendasi Prioritas
Pertama, terbitkan register lobi dan kontak kebijakan untuk sektor berisiko tinggi.

Kedua, wajibkan legislative dan regulatory footprint pada regulasi penting.

Ketiga, bangun dana riset regulasi independen serta akses data.

Keempat, standarkan disclosure konflik, recusal, dan revolving door.

Kelima, perkuat Regulatory Impact Assessment dengan analisis persaingan serta distribusi.
Keenam, biayai partisipasi kelompok konsumen, UMKM, pekerja, dan komunitas.

Ketujuh, perjelas governance regulator: mandat, appointment, funding, audit, appeal.
Kedelapan, publikasikan waiver, settlement, inspection, dan enforcement secara proporsional.
Kesembilan, terapkan sunset dan ex-post review untuk aturan darurat serta pengecualian.
Kesepuluh, hubungkan data beneficial ownership, lobi, pengadaan, dan perizinan.

Kesebelas, lindungi whistleblower serta peneliti independen.

Keduabelas, kembangkan pendidikan regulatory governance di perguruan tinggi dan birokrasi.

Epilog: Menjaga Jarak tanpa Memutus Dialog

Regulator yang baik tidak hidup dalam menara gading. Ia perlu mendengar perusahaan yang memahami
teknologi dan operasi. Namun ia juga harus mendengar pihak yang menanggung biaya dan yang tidak
memiliki organisasi kuat.

Jarak yang sehat bukan permusuhan. Jarak berarti kemampuan mengatakan tidak, memverifikasi,
mengundang alternatif, dan menjelaskan. Kedekatan profesional dapat ada tanpa ketergantungan.

Capture sering berhasil bukan karena kejahatan luar biasa, tetapi karena rutinitas: siapa yang selalu hadir,
siapa yang menyediakan data, siapa yang menawarkan karier, dan siapa yang tidak pernah terdengar.
Reformasi perlu mengubah rutinitas tersebut.

Kepentingan publik bukan slogan. Ia harus diterjemahkan dalam mandat, indikator, analisis distribusi, hak,
dan hasil. Ketika tujuan kabur, pihak kuat mengisinya.

Pemerintah yang kompeten lebih tahan capture daripada pemerintah yang hanya formal independen.
Keahlian, data, remunerasi, dan memory memberi keberanian.
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Masyarakat sipil yang kuat memberi countervailing power. Tetapi kualitas dan transparansi mereka juga
penting. Semua pihak dapat memiliki konflik.

Perusahaan yang bertanggung jawab seharusnya tidak mencari regulasi yang menutup kompetisi atau
memindahkan risiko. Integritas public affairs adalah bagian governance bisnis.

Perguruan tinggi berperan menghasilkan keahlian dan ruang kritik yang tidak bergantung satu donor. IBM-
ASMI dapat menghubungkan manajemen, hukum, komunikasi, dan teknologi.

Pencegahan capture bukan proyek sekali selesai. Aktor beradaptasi, sektor berubah, dan loophole muncul.
Periodic assessment serta learning diperlukan.

Pada akhirnya, regulasi yang dipercaya adalah regulasi yang prosesnya terbuka, alasannya dapat dipahami,
buktinya dapat diuji, dan hasilnya dapat dikoreksi. Di situlah kepentingan publik memperoleh perlindungan
nyata.
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Kajian Sektoral Lanjutan

A. Capture dalam Regulasi Perbankan

Perbankan memiliki fungsi intermediasi dan risiko sistemik sehingga hubungan regulator dengan industri
sangat intensif. Bank menyediakan data likuiditas, modal, kredit, serta model risiko yang diperlukan untuk
pengawasan. Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan cognitive capture apabila asumsi industri
diterima tanpa stress test independen.

Bank besar mempunyai bargaining power karena kegagalannya dapat mengganggu sistem. Regulator dapat
menjadi terlalu lunak karena takut dampak stabilitas, fenomena yang berkaitan dengan too-big-to-fail.
Namun tindakan penyelamatan tidak selalu capture; keputusan krisis harus dinilai dari opsi, distribusi
kerugian, kondisi bantuan, dan exit.

Kompleksitas standar prudensial juga dapat menguntungkan bank besar yang memiliki sistem compliance.
Bank kecil dan fintech menghadapi biaya lebih tinggi. Proportionality dan competition assessment
dibutuhkan tanpa menurunkan keamanan.

Revolving door umum karena keahlian spesifik. Cooling-off, confidential information rule, dan recusal
lebih tepat daripada larangan permanen. Regulator juga perlu compensation dan career path.

Consumer protection harus memiliki unit dan data sendiri agar prudential perspective tidak selalu
mengalahkan nasabah. Complaint, fee, misselling, dan inclusion menjadi indikator.

B. Capture dalam Pasar Modal dan Asuransi

Pasar modal bergantung pada disclosure, audit, rating, intermediary, dan self-regulatory organizations.
Banyak fungsi dilaksanakan pelaku pasar sehingga risiko professional capture tinggi. Standar dapat
dirancang terlalu kompleks atau terlalu lunak.

Asuransi menghadapi asimetri informasi mengenai solvency, produk, dan klaim. Regulator memerlukan
data actuarial independen. Pengaruh perusahaan dapat muncul pada reserve, capital, dan treatment produk.

Self-regulatory organization membawa expertise dan speed tetapi harus diawasi. Board public interest,
conflict rule, dan appeal penting.

Enforcement settlement serta waiver disclosure menjadi titik rawan. Investor kecil tidak mempunyai akses
yang sama. Investor advocate dapat memberi countervoice.

Market development dan protection sering dipandang trade-off. Regulator perlu mandate yang jelas dan

alasan bila memberi transisi.

C. Capture dalam Telekomunikasi dan Spektrum

Spektrum adalah sumber daya publik langka. Alokasi, lisensi, tarif, dan merger menciptakan manfaat besar.
Perusahaan incumbent mempunyai data jaringan dan kemampuan lobbying kuat.

Auction dapat mengurangi discretion, tetapi desain auction dapat menguntungkan pemain tertentu.
Coverage obligation, reserve price, dan spectrum cap perlu analisis.

Regulasi interconnection serta net neutrality sangat teknis dan distributif. Konsumen, platform, operator,
dan inovator memiliki kepentingan berbeda. Regulator harus memiliki engineering serta economics.
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Kualitas layanan dapat dilaporkan operator, tetapi independent measurement diperlukan. Crowdsourced
data membantu dengan quality assurance.

Universal service fund juga rentan capture pada proyek dan penerima. Formula, tender, serta outcome
coverage harus terbuka.

D. Capture dalam Transportasi
Transportasi melibatkan operator, produsen kendaraan, pengemudi, penumpang, pemerintah daerah, dan
infrastruktur. Keselamatan, tarif, competition, serta pekerjaan sering bertentangan.

Operator besar dapat memengaruhi standar masuk dan rute. Organisasi pengemudi juga dapat menekan
kebijakan. Tidak satu pihak selalu elite; koalisi berubah.

Platform ride-hailing menciptakan ketergantungan data. Pemerintah perlu akses pada perjalanan, tarif, dan
keselamatan dengan privasi. Algoritma menjadi objek regulasi.

Inspeksi kendaraan dan sertifikasi dapat dicapture penyedia layanan. Random audit dan digital trace
membantu.

Public transport subsidy harus berbasis layanan dan ridership, bukan hubungan operator. Contract
disclosure serta performance penalty penting.

E. Capture dalam Farmasi dan Alat Kesehatan

Farmasi memerlukan riset mahal, paten, uji klinis, izin, harga, dan reimbursement. Perusahaan memiliki
informasi produk lebih besar. Regulator harus melindungi inovasi sekaligus keselamatan dan akses.

Regulatory capture dapat muncul melalui ghostwriting, funding evidence, patient group sponsorship, atau
revolving door. Disclosure lengkap tidak otomatis membatalkan bukti, tetapi membantu appraisal.

Health technology assessment perlu independen dan transparent. Harga serta cost-effectiveness dapat
dirahasiakan, tetapi public reason perlu.

Fast-track approval berguna untuk kebutuhan mendesak. Post-market surveillance dan conditional approval
mencegah kelonggaran permanen.

Alat kesehatan serta digital health berkembang cepat. Regulatory sandbox dan standards memerlukan plural

experts serta patient voice.

F. Capture dalam Pertanian dan Pangan

Kebijakan benih, pupuk, pestisida, impor, standar pangan, dan harga memengaruhi petani, konsumen,
trader, serta perusahaan. Kepentingan sangat beragam dan sering tidak seimbang.

Perusahaan input memiliki riset dan distribusi, sementara petani kecil terfragmentasi. Extension serta
farmer organization memberi counterknowledge.

Standar keamanan penting, tetapi certification cost dapat mengeluarkan produsen kecil. Phased compliance
dan assistance diperlukan.

Import quota dan licensing menghasilkan rente serta discretionary power. Rule, auction, data stok, dan audit
mengurangi capture.
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Nutrition policy juga dipengaruhi food industry. Label, advertising, dan sugar/salt regulation membutuhkan
independent science dan public health voice.

G. Capture dalam Lingkungan dan lklim
Perusahaan yang diatur sering mempunyai data emisi dan dampak. Pemerintah perlu monitoring
independen. Self-report tanpa audit menciptakan information capture.

Environmental standard dapat ditunda atau dikecualikan karena biaya dan pekerjaan. Transisi dapat sah,
tetapi harus memiliki timeline, monitoring, dan compensatory measure.

Consultant yang menyusun impact assessment dibayar project proponent, menciptakan conflict.
Accreditation, random assignment, peer review, dan liability dapat membantu.

Carbon market dan green taxonomy membawa risiko green capture. Industri dapat memengaruhi apa yang
dianggap hijau. Scientific criteria, review, dan disclosure diperlukan.

Future generations serta ecosystems tidak mempunyai voice. Ombudsman lingkungan, public interest
litigation, dan precaution memberi counterweight.

H. Capture dalam Pertambangan dan Kehutanan
Perizinan tambang dan kehutanan memberi akses aset bernilai besar. Capture dapat terjadi pada pemetaan,
izin, royalty, reklamasi, dan enforcement. Hubungan pusat-daerah menambah kompleksitas.

Beneficial ownership serta cadastral open data memungkinkan publik melihat konsentrasi dan overlap. Data
perlu akurat serta accessible.

Perusahaan dapat memengaruhi standard reklamasi atau jaminan. Lifecycle liability harus dihitung
konservatif dan dana protected.

Masyarakat lokal menghadapi informasi dan biaya hukum. Free, prior and informed processes serta
grievance penting sesuai konteks hukum.

Enforcement sering lebih sulit dari rule-making. Satellite monitoring, field inspection, dan public complaint

perlu digabung.

I. Capture dalam Perumahan dan Tata Ruang

Keputusan zoning dan koefisien bangunan menciptakan perubahan nilai tanah besar. Developer mempunyai
insentif memengaruhi. Capture dapat legal melalui plan amendment yang tidak transparan.

Public hearing sering didominasi pemilik properti atau developer, sementara penyewa dan calon penduduk
tidak hadir. Housing need analysis memberi perspektif.

Inclusionary requirement dan land value capture dapat dipengaruhi bargaining. Formula serta public
disclosure mengurangi deal-by-deal.

Building code diperlukan untuk keselamatan tetapi dapat menjadi barrier. Performance-based standard serta
accredited inspection membantu.

Conflict pejabat dengan kepemilikan tanah harus disclosed. Spatial plan, permit, dan beneficial ownership
dapat dihubungkan.
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J. Capture dalam Pendidikan
Regulasi pendidikan melibatkan sekolah, universitas, guru, yayasan, perusahaan edtech, akreditasi, dan
profesi. Kelompok terorganisasi dapat mempertahankan aturan yang melindungi posisi.

Akreditasi membawa peer expertise tetapi dapat menjadi professional cartel. Public member, student data,
dan outcome penting.

Edtech menyediakan platform dan data, menciptakan vendor lock-in. Procurement serta data privacy perlu
governance.

Kebijakan evaluasi akademik dapat mengubah perilaku publikasi dan mendorong gaming. Regulatory
impact perlu melihat unintended consequences.

Kepentingan siswa dan orang tua sering kurang terorganisasi dibanding provider. Ombudsman, survey, dan
complaint memberi voice.

Kerangka Etika untuk Interaksi Regulator dan Industri

Pertama, regulator dan perusahaan harus mengakui legitimasi peran masing-masing. Industri berhak
memberi masukan dan regulator berhak meminta data. Hubungan tidak boleh dibangun atas kecurigaan
total maupun kepercayaan tanpa verifikasi.

Kedua, semua kontak yang substantif mengenai kebijakan atau perkara perlu dicatat sesuai tingkat
pentingnya. Pertemuan rutin operasional tidak harus membebani administrasi, tetapi agenda dan peserta
penting tersedia.

Ketiga, informasi yang diberikan harus menyatakan sumber, metode, kepentingan, serta keterbatasan.
Misrepresentation dikenai konsekuensi. Pemerintah juga bertanggung jawab menjaga rahasia yang sah.

Keempat, pejabat tidak boleh menerima hadiah, fasilitas, atau harapan karier yang meragukan
independensi. Ethics advice harus mudah diakses sebelum keputusan.

Kelima, perusahaan tidak boleh menggunakan organisasi depan atau pembiayaan tersembunyi untuk
menciptakan kesan dukungan publik. Sponsorship serta beneficial funder dibuka.

Keenam, regulator wajib mencari perspektif yang terdampak tetapi kurang terorganisasi. Keadilan proses
memerlukan affirmative outreach.

Ketujuh, alasan keputusan harus menghubungkan bukti, mandat, trade-off, dan respons terhadap masukan.
Keputusan tidak harus mengikuti mayoritas komentar.

Kedelapan, perbedaan pandangan ilmiah dicatat. Consensus tidak boleh diproduksi melalui pengeluaran
suara minoritas yang kredibel.

Kesembilan, aturan sementara dan exemption memiliki waktu, monitoring, serta exit. Fleksibilitas bukan
privilege permanen.

Kesepuluh, semua pihak menerima bahwa keputusan dapat direview dan berubah ketika bukti baru. Koreksi
bukan kelemahan, tetapi integritas.
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Refleksi Akhir Tambahan

Regulatory capture adalah peringatan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pemilu. Keputusan teknis
sehari-hari dapat mengalihkan manfaat dan risiko dalam jumlah besar. Warga memerlukan institusi yang
menjaga kepentingan mereka ketika perhatian publik rendah.

Elite tidak selalu bertindak melalui perintah langsung. Mereka dapat memengaruhi apa yang diketahui,
siapa yang dianggap ahli, dan opsi yang terasa mungkin. Karena itu, reformasi harus memperluas epistemic
diversity, bukan hanya menghukum suap.

Pemerintah yang terlalu lemah tidak mampu melawan capture; pemerintah yang terlalu tertutup juga rentan
karena tidak diawasi. Kekuatan dan keterbukaan harus tumbuh bersama.

Regulasi yang baik sering memberi manfaat kepada industri: kepastian, kepercayaan, standar, dan pasar
yang sehat. Hal tersebut bukan capture. Capture terletak pada privilese yang tidak dapat dibenarkan dan
pengalihan mandat.

Perusahaan juga dirugikan oleh capture pesaing. Dunia usaha yang kompetitif mempunyai kepentingan
pada regulator profesional. Koalisi bisnis berintegritas dapat mendukung reformasi.

UMKM sering menanggung compliance yang dirancang incumbent. Better regulation harus menilai
proportionality dan memberikan jalan masuk tanpa mengorbankan keselamatan.

Masyarakat perlu belajar bahwa tidak semua konflik kebijakan merupakan bukti capture. Tuduhan tanpa
bukti dapat melemahkan regulator. Critical trust lebih baik daripada sinisme.

Pengadilan, parlemen, auditor, media, universitas, dan civil society membentuk checks berlapis.
Redundancy penting karena salah satu dapat gagal.

Indonesia memiliki kesempatan membangun governance regulasi sejalan transformasi ekonomi. Jika
kapasitas dan integritas tumbuh, aturan dapat mendukung inovasi sekaligus melindungi warga.

Ukuran akhimya sederhana: apakah regulator dapat mendengar pihak kuat tanpa menjadi milik mereka,
dan apakah pihak lemah dapat memengaruhi keputusan tanpa harus menjadi kuat terlebih dahulu? Jawaban
menentukan kualitas negara.

Lampiran Manajerial: Audit Risiko Capture pada Organisasi Regulator

1. Audit Mandat dan Tujuan

Audit dimulai dengan menelaah undang-undang, regulasi, strategi, serta indikator lembaga. Mandat yang
terlalu banyak atau bertentangan membuka ruang aktor memilih tujuan yang menguntungkan. Regulator
yang diminta sekaligus mempromosikan industri, menetapkan tarif, dan melindungi konsumen perlu
pemisahan fungsi atau prioritas jelas.

Tujuan perlu diterjemahkan menjadi public outcomes, bukan kepuasan pihak yang diatur. Pertumbuhan
sektor dapat menjadi outcome, tetapi harus diseimbangkan dengan keselamatan, akses, competition, dan
lingkungan. KPI yang hanya mengukur investasi dapat mendorong leniency.

Audit memeriksa siapa menetapkan target dan bagaimana revisi dilakukan. Perubahan target setelah
tekanan industri perlu reasoned record. Target juga tidak boleh dikunci jika bukti berubah.
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Mandate review periodik mempertimbangkan teknologi dan pasar. Legacy mandate dapat membuat
regulator bergantung pada definisi industri lama.

Hasil audit berupa mandate map, conflict, gap, dan rekomendasi statutory atau internal. Klaritas membantu
pejabat menolak pengaruh yang tidak sesuai.

2. Audit Stakeholder dan Akses

Organisasi membuat daftar stakeholder berdasarkan pengaruh, dampak, keahlian, dan wvulnerability.
Tujuannya bukan menyamakan semua, tetapi mengidentifikasi suara yang hilang. Contact register
dianalisis menurut frekuensi, tingkat pejabat, dan topik.

Pertemuan industri sering lebih banyak karena operasi, tetapi consultation pada rule perlu balance. Audit
membedakan supervision contact dari policy influence agar data tidak menyesatkan.

Kelompok konsumen dan komunitas mungkin tidak memiliki staf. Regulator dapat memberi grants,
technical assistance, atau public advocate dengan governance. Pendanaan tidak boleh mengontrol isi.

Door access juga digital: submission, webinar, dan portal. Accessibility bahasa dan disabilitas diperiksa.
Feedback diberikan agar partisipasi tidak ritual.

Rekomendasi meliputi engagement plan, minimum outreach, publication, dan conflict protocol. Indikator
tidak hanya jumlah pertemuan, tetapi diversity dan influence pada decision.

3. Audit Informasi dan Keahlian

Audit memetakan data kritis, sumber, ownership, method, dan validation. Data tunggal dari industri
mendapat risk rating tinggi. Regulator perlu alternative source atau audit right.

Kompetensi staf dibanding kebutuhan: economics, engineering, law, data, behaviour, environment,
consumer, dan enforcement. Gap menjadi workforce plan. Outsourcing tidak boleh menjadi substitusi
permanen.

Konsultan dan seconded staff diperiksa conflict serta deliverable. Kontrak memberi hak publikasi dan data.
Peer review external digunakan untuk isu besar.

Knowledge management mencegah ahli tunggal menjadi gatekeeper. Model, code, decision, dan lesson
disimpan. Turnover tidak boleh membuat lembaga kembali bergantung industri.

Research agenda disusun berdasarkan public risk dan evidence gap. Funding diversifikasi. Audit menilai

apakah research mengikuti agenda perusahaan.

4. Audit Konflik Kepentingan

Audit mengevaluasi kebijakan aset, pekerjaan, keluarga, hadiah, hospitality, external role, dan post-
employment. Definition harus cukup luas tetapi tidak invasif. Materiality serta relevance penting.

Disclosure disampaikan saat masuk, periodik, dan event-based. Ethics officer memberi advice serta
mencatat. Public register dapat memuat ringkasan, dengan privasi untuk detail sensitif.

Recusal diuji: apakah pejabat benar-benar tidak menerima dokumen, hadir, atau memengaruhi? Alternative
decision-maker tersedia. Overrecusal dapat melumpuhkan sehingga conflict perlu dikelola proporsional.
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Post-employment approval mempertimbangkan sektor, perkara, seniority, dan confidential information.
Cooling-off disertai aturan lobbying dan representation. Remuneration publik membantu fairness.

Audit melihat culture: apakah orang takut disclose karena stigma? No-fault disclosure mendorong awal,
sedangkan concealment disanksi.

5. Audit Proses Keputusan
Process audit mengikuti sampel regulasi dari agenda sampai keputusan. Dokumen mencakup problem,
alternatives, data, consultation, RIA, legal, meeting, dissent, dan approval. Missing trail menjadi risiko.

Quality assurance sebaiknya independen dari policy team pada tahap tertentu. Oversight menantang
assumptions, bukan mengambil alih keputusan.

Deadline dan change log diperiksa. Perubahan akhir setelah consultation perlu alasan dan mungkin re-
consult jika material. Last-minute insertion adalah red flag.

Decision statement menjawab komentar utama dan trade-off. Confidential claim diuji. Publication delay
memiliki alasan.

Audit menilai apakah proses sama bagi aktor kecil dan besar. Informal pre-consultation diperbolehkan
tetapi dicatat serta dibuka kesempatan counterparty.

6. Audit Penegakan dan Inspeksi

Enforcement audit membandingkan risk profile dengan inspection dan sanction. Perusahaan besar tidak
otomatis lebih berisiko, tetapi systemic impact perlu. Deviation dijelaskan.

Inspector assignment, rotation, gift, and contact diperiksa. Local inspector dapat terlalu dekat atau memiliki
knowledge; team review menyeimbangkan.

Settlement, warning, waiver, dan compliance plan dianalisis menurut severity serta size. Consistency bukan
kesamaan buta; alasan perbedaan dicatat.

Complaint dan whistleblower memberi source. Retaliation protection serta triage penting. Anonymous
allegation diverifikasi.

Enforcement outcome dipublikasikan untuk deterrence dan trust, dengan perlindungan due process. Appeal

data digunakan untuk learning.

7. Audit Governance dan Akuntabilitas
Board, chief executive, ministry, parliament, audit, court, and public roles dipetakan. Ambiguity
menciptakan political interference atau accountability gap. Delegation instrument jelas.

Meeting board memiliki agenda, paper, conflict declaration, minute, dan dissent. Closed session dibatasi.
Performance review tidak bergantung satu stakeholder.

Budget source, fee, procurement, dan vendor dianalisis. Industry-funded event atau training disclosed.
Procurement advisor tidak terkait regulated party.

Complaint against regulator, ombudsman, audit, and judicial outcome ditinjau. Repeated issue memerlukan
reform, bukan case response.
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Annual report mencakup decision quality, stakeholder, conflict, enforcement, and outcome, bukan hanya
activities.

8. Audit Budaya Organisasi

Capture-resilience bergantung pada apakah staf merasa aman mempertanyakan assumption dan senior.
Survey psychological safety, ethics climate, and external pressure membantu.

Leadership message diuji terhadap reward. Jika promotion bergantung stakeholder satisfaction atau speed
approval, pesan independensi lemah. Balanced performance diperlukan.

Training ethics sebaiknya berbasis dilema nyata, bukan rules saja. Simulation pertemuan, gift, career
approach, and emergency membuat relevan.

Rotation, team diversity, and cross-regulator exchange memperluas worldview. Tetapi rotasi jangan
menghilangkan expertise. Communities of practice lintas lembaga membantu.

Incident review digunakan tanpa blame untuk weakness, sementara misconduct ditindak. Culture of

learning mengurangi concealment.

9. Audit Hasil dan Distribusi

Outcome audit menilai competition, price, quality, safety, access, environment, innovation, and trust. Hasil
sektoral dipengaruhi banyak faktor, sehingga contribution analysis digunakan.

Distribution menurut perusahaan besar-kecil, konsumen, pekerja, wilayah, gender, and generation
diperiksa. Capture sering terlihat pada pola rente.

Benchmark antarnegara atau wilayah membantu tetapi institutional context berbeda. Counterfactual
modeling serta before-after digunakan.

Unintended consequence dicari melalui complaint, market entry, concentration, and informal economy.
Regulasi dapat mendorong evasion.

Jika outcome menyimpang, regulator melakukan ex-post review. Keengganan mengoreksi karena reputasi
adalah risk capture terhadap keputusan sendiri.

10. Audit Tindak Lanjut

Audit tanpa follow-up menjadi formalitas. Rekomendasi diberi owner, deadline, resource, and priority.
Board memantau.

Perbaikan yang membutuhkan hukum dibedakan dari internal quick win. Interim safeguard digunakan
sampai perubahan.

Progress dipublikasikan secara proporsional. External stakeholders dapat menilai. Delay dijelaskan.

Effectiveness audit setelah waktu menguji apakah register, RIA, atau cooling-off benar bekerja, bukan
sekadar ada. Indicator quality penting.

Capture risk assessment diulang berkala dan saat merger, crisis, teknologi, atau perubahan leadership.
Governance adaptif.
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Checklist Singkat bagi Pembuat Kebijakan

* Apakah masalah dan tujuan publik dijelaskan sebelum solusi?
» Apakah seluruh pihak terdampak diidentifikasi?

» Apakah akses konsultasi tidak bergantung hubungan personal?
» Apakah data penting dapat diverifikasi?

» Apakah sumber pendanaan riset diungkap?

* Apakah konflik kepentingan telah dinilai?

» Apakah opsi termasuk nonregulasi dan enforcement?

» Apakah dampak persaingan serta UMKM dianalisis?

* Apakah kelompok rentan dan lingkungan masuk?

» Apakah asumsi dan uncertainty dipublikasikan?

* Apakah tanggapan konsultasi dijawab?

» Apakah perubahan akhir tercatat?

* Apakah pengecualian mempunyai sunset?

* Apakah regulator memiliki sumber daya melaksanakan?

* Apakah inspeksi dapat diaudit?

* Apakah settlement serta waiver konsisten?

» Apakah proses appeal tersedia?

*» Apakah ex-post review dijadwalkan?

* Apakah hasil dan distribusi akan diukur?

» Apakah keputusan dapat dijelaskan tanpa jargon?

Kesimpulan Menyeluruh

Regulatory capture merupakan salah satu bentuk paling halus dari ketimpangan kekuasaan. Ia tidak selalu
menghancurkan institusi secara terbuka; sering kali ia membuat institusi tetap bekerja, tetapi tujuan, data,
dan toleransi risikonya perlahan bergeser.

Karena capture dapat berlangsung legal dan kognitif, strategi antikorupsi tradisional tidak cukup.
Diperlukan tata kelola regulasi, pluralisme informasi, dan kemampuan negara. Penindakan tetap penting
bila ada pelanggaran, tetapi pencegahan lebih luas.

Hubungan industri-regulator perlu dirancang, bukan dibiarkan informal. Contact, committee, research,
standard, and enforcement harus memiliki protocol. Struktur yang jelas melindungi kedua pihak dari
tuduhan serta pengaruh.
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Regulator yang kuat bukan regulator yang selalu keras. la mampu memilih ketegasan atau fleksibilitas
berdasarkan risiko dan bukti. Capture terjadi ketika flexibility diberikan karena akses, bukan alasan publik.

Industri yang sehat juga membutuhkan regulator independen. Capture oleh incumbent dapat menghambat
pesaing dan inovasi. Dunia usaha yang produktif memiliki kepentingan pada level playing field.

Konsumen dan masyarakat perlu kapasitas untuk berpartisipasi. Tanpa pengetahuan dan sumber daya,
consultation hanya memperkuat pihak yang sudah kuat. Public interest representation perlu dipandang
sebagai infrastruktur demokrasi.

Regulatory impact assessment, disclosure, and open data bukan tujuan akhir. Mereka adalah sarana agar
keputusan dapat diuji. Jika tidak memengaruhi pilihan, reformasi menjadi checklist.

Indonesia perlu menggabungkan simplifikasi regulasi dengan integritas dan perlindungan. Lebih sedikit
aturan tidak selalu lebih baik; aturan lebih baik adalah yang perlu, proporsional, efektif, dan tidak dicapture.

Perubahan teknologi menambabh risiko dan peluang. Al dapat membantu monitoring, tetapi model serta data
juga dapat dicapture. Human accountability dan independent audit tetap.

Pada akhirnya, kepentingan publik bukan milik satu lembaga atau kelompok. Ia dibangun melalui
konstitusi, bukti, deliberasi, hak, dan koreksi. Regulatory governance yang baik menjaga proses tersebut
tetap terbuka bagi seluruh warga.

Pengembangan Teoretis dan Strategis Tambahan

A. Capture sebagai Masalah Principal-Agent Berlapis

Dalam kerangka principal-agent, warga adalah principal akhir yang memberi mandat kepada politisi,
kementerian, dan regulator. Namun rantai mandat panjang dan informasi tidak simetris. Regulator menjadi
agent warga tetapi sekaligus principal bagi perusahaan yang harus mematuhi. Industri memiliki informasi
lebih besar dan dapat memengaruhi agent agar berpihak kepadanya.

Masalah bertambah karena multiple principals. Regulator menghadapi pemerintah, parlemen, pengadilan,
publik, konsumen, pekerja, dan industri. Tujuan mereka dapat bertentangan. Ketidakjelasan prioritas
memberi peluang regulator memilih principal yang paling kuat atau paling dekat.

Monitoring warga mahal karena regulasi teknis dan keputusan sering berulang. Industri memonitor setiap
detail karena nilai ekonominya besar. Perbedaan intensitas monitoring menciptakan bias struktural.
Transparency dan intermediary seperti media serta civil society menurunkan biaya monitoring publik.

Incentive contract untuk regulator sulit karena outcome dipengaruhi pasar. Target sederhana dapat digame.
Accountability perlu multidimensi: proses, integrity, quality, enforcement, dan outcome. Professional
norms melengkapi insentif formal.

Kerangka principal-agent juga menunjukkan pentingnya sanctions dan rewards. Pejabat yang menolak
pengaruh perlu perlindungan serta karier; pihak yang menyembunyikan konflik perlu konsekuensi. Jika
integritas hanya menambah biaya pribadi, sistem rentan.
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B. Capture sebagai Masalah Collective Action

Kepentingan khusus mudah terorganisasi karena anggota sedikit dan manfaat besar. Publik luas sulit
berkoordinasi karena manfaat per individu kecil dan free-rider. Olson menjelaskan logika ini, yang relevan
bagi regulatory capture.

Organisasi konsumen, serikat, asosiasi UMKM, dan komunitas dapat mengatasi, tetapi sumber daya
terbatas. Pemerintah dapat menyediakan participatory infrastructure tanpa mengendalikan. Grants, legal
standing, data, dan notice penting.

Digital media menurunkan biaya organisasi, tetapi tidak selalu menghasilkan keahlian atau representasi.
Campaign viral dapat mengalahkan analisis, dan platform sendiri memiliki kepentingan. Hybrid
participation diperlukan.

Collective action juga berlaku pada perusahaan yang tidak ingin capture. Satu perusahaan mungkin terpaksa
ikut lobbying defensif karena pesaing. Business integrity coalition dan level playing field dapat mengubah
equilibrium.

Penegakan yang kredibel menurunkan insentif semua pihak. Jika aturan disclosure berlaku merata, first-
mover disadvantage berkurang. Reformasi harus menciptakan collective commitment, bukan
mengandalkan hero.

C. Capture sebagai Masalah Jaringan

Kekuasaan regulasi bekerja melalui jaringan hubungan formal dan informal. Individu berbagi sekolah,
profesi, organisasi, perusahaan, think tank, media, dan keluarga. Network memberi trust serta knowledge
tetapi juga closed circle.

Network analysis dapat memetakan centrality, revolving door, board interlock, donor, dan consultation.
Namun hubungan tidak membuktikan influence. Analisis harus menggabungkan timing, decision, dan
outcome.

Elite network kadang bersaing, sehingga tidak ada capture tunggal. Satu kelompok menggunakan regulator
melawan kelompok lain. Competition among elites dapat membuka informasi tetapi juga membuat
kebijakan tidak stabil.

Regulator perlu membangun jaringan alternatif dengan universitas, internasional, consumer body, dan
daerah. Network diversity memperkuat resilience. Isolation justru membuat informasi sedikit.

Ethics rule sebaiknya tidak melarang semua relationship, tetapi mengelola relevant conflict. Transparency
memungkinkan publik melihat tanpa kriminalisasi sosial.

D. Capture dan Legitimasi Prosedural

Keputusan regulasi tidak selalu menghasilkan semua pihak puas. Legitimasi bergantung pada apakah proses
dianggap fair: peserta didengar, alasan dijelaskan, conflict dikelola, dan appeal tersedia. Procedural justice
dapat meningkatkan acceptance bahkan ketika hasil merugikan.

Consultation yang terlalu panjang dapat memberi veto pada kelompok kuat. Fair process tidak berarti
consensus. Regulator perlu deadline dan authority memutus. Respons yang beralasan lebih penting daripada
mengikuti jumlah komentar.
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Due process mencakup notice, evidence, opportunity to respond, impartial decision, dan review. Dalam
rulemaking, bentuknya berbeda dari adjudication tetapi prinsip tetap. Emergency dapat membatasi
sementara dengan safeguards.

Legitimasi juga berasal dari expertise dan outcome. Proses terbuka tanpa kompetensi menghasilkan
keputusan buruk. Tiga sumber legitimasi—demokratis, hukum, dan teknis—perlu seimbang.

Capture merusak ketiganya: akses tidak setara, aturan dipakai privat, dan bukti dipilih. Reformasi harus
memulihkan keseluruhan, bukan hanya komunikasi.

E. Capture dan Desain Organisasi

Organisasi regulator dapat berbentuk single agency, commission, ministry unit, self-regulatory, atau multi-
agency. Tidak ada desain universal. Risiko capture berbeda menurut sektor, pasar, dan politik.

Commission kolegial mengurangi dominasi individu tetapi dapat menghasilkan bargaining serta diffuse
accountability. Single executive lebih jelas tetapi rentan personal influence. Appointment staggered dan
diverse background membantu.

Functional separation antara policy, licensing, supervision, enforcement, dan appeal mengurangi conflict,
tetapi menambah coordination. Segregation of duties perlu diikuti data sharing dan leadership.

Regional offices dekat dengan kondisi tetapi dekat dengan pelaku. Central office lebih jauh tetapi kurang
informasi. Rotation, joint teams, dan standard menggabungkan.

Organizational design harus dievaluasi setelah incident dan market change. Structure bukan jaminan;
culture, resource, and process menentukan.

F. Capture dan Etika Data serta Algoritma

Regulator semakin menggunakan algorithm untuk licensing, inspection, fraud, dan risk. Vendor atau
perusahaan dapat memengaruhi model, data, atau threshold. Algorithmic capture terjadi ketika public
discretion dipindahkan ke sistem yang tidak transparan.

Procurement perlu mengatur access to model, audit, update, bias, and exit. Proprietary system boleh
digunakan, tetapi regulator harus memahami serta dapat challenge.

Data training mungkin berasal dari enforcement historis yang bias. Risk score kemudian mengulang
selective inspection. Human review dan fairness testing diperlukan.

Industry submission dalam machine-readable format meningkatkan efficiency, tetapi definition dan
validation tidak boleh dikendalikan submitter. Data standards public.

Al dapat membantu mendeteksi network dan anomalies, namun output hanya red flag. Due process serta
explanation tetap. Technology harus meningkatkan independensi, bukan menciptakan ketergantungan baru.

G. Capture dan Politik Pembiayaan

Pembiayaan politik menghubungkan perusahaan dan pembuat aturan. Donasi sah dapat meningkatkan
partisipasi, tetapi donor besar memperoleh akses serta agenda. Regulatory capture dapat terjadi melalui
political principal sebelum regulator.

Disclosure donor, beneficial ownership, third-party spending, dan lobbying membantu. Namun quid pro
quo sulit dibuktikan. Pattern analysis serta conflict rule menjadi penting.
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Public financing partai dapat mengurangi dependence tetapi membutuhkan audit dan internal democracy.
Campaign cost juga harus ditangani.

Regulator independen tidak kebal jika appointment dan budget dipengaruhi politisi yang bergantung donor.
Systemic approach menghubungkan political finance dan regulatory governance.

Perusahaan perlu board oversight atas contribution dan lobbying. Shareholder serta publik mengetahui
tujuan. Hidden political spending menambabh risiko.

H. Capture dan Peran Pengadilan
Pengadilan menguji legalitas, prosedur, dan hak. Judicial review dapat membatalkan aturan yang dicapture
atau justru menjadi arena influence. Independence dan conflict penting.

Courts menghadapi technical complexity dan dapat defer kepada regulator. Deference rasional jika
expertise serta process baik. Jika record lemah, scrutiny lebih tinggi.

Access to justice tidak seimbang. Perusahaan memiliki counsel, sedangkan komunitas terbatas. Legal aid,
class action, dan public interest standing dapat menyeimbangkan sesuai hukum.

Expert witness dan amicus membantu tetapi funding disclosed. Court-appointed expert dapat menjadi opsi.
Keputusan pengadilan perlu reasoned dan consistent. Litigation data membantu regulator memperbaiki.

Pengadilan bukan substitute policy, tetapi safeguard.

I. Capture dan Peran Parlemen
Parlemen menetapkan mandat, anggaran, appointment, dan oversight. Legislator membawa representasi

serta hubungan donor. Committee dapat menjadi countercapture atau kanal capture.

Public hearing, legislative footprint, staff, dan research meningkatkan. Pertemuan serta submission dibuka.
Minority rights memungkinkan dissent.

Oversight tidak boleh menjadi micromanagement perkara individual atau tekanan partisan. Focus pada
performance, governance, dan systemic risk.

Appointment hearing perlu competence dan conflict, bukan hanya politik. Namun regulator tetap
accountable pada elected institution.

Annual regulatory policy report dan follow-up memberi ritme. Parlemen dapat meminta ex-post review

serta sunset.

J. Capture dan Peran Audit serta Ombudsman

Audit menilai keuangan, compliance, performance, dan system. Regulatory capture sering tidak
meninggalkan transaksi ilegal, sehingga performance dan process audit penting.

Auditor perlu keahlian sektoral dan independence. Mereka juga dapat bergantung pada industry expert,
sehingga conflict governance berlaku.

Ombudsman menerima complaint maladministration, delay, unfairness, dan conflict. Pattern complaint
memberi early warning. Recommendation serta follow-up perlu.

Internal audit dapat mencegah awal, tetapi reporting line harus kuat. Risk-based plan memasukkan capture
risk.
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Audit dan ombudsman tidak menggantikan regulator. Mereka memberi challenge dan transparency.
Repeated finding tanpa reform menunjukkan failure accountability.

Lima Skenario Regulatory Governance Indonesia 2035

Skenario 1: Capture Terkonsolidasi

Regulator kekurangan ahli dan anggaran, konsultasi didominasi perusahaan besar, revolving door tidak
dikelola, dan aturan kompleks melindungi incumbent. Investasi tertentu tumbuh, tetapi persaingan,
lingkungan, dan kepercayaan melemah.

Skenario 2: Overreaction Anti-Industri

Reaksi terhadap capture membuat regulator menutup dialog dan mengandalkan birokrasi internal. Aturan
tidak realistis, inovasi melambat, dan enforcement selektif karena informasi kurang. Capture berkurang
tetapi regulatory failure meningkat.

Skenario 3: Fragmentasi Pengaruh

Banyak regulator dan pemerintah daerah menghasilkan rule yang berbeda. Pelaku melakukan forum
shopping, jaringan lokal dominan, dan data tidak terhubung. Ada inovasi tetapi uncertainty tinggi.

Skenario 4: Teknokrasi Tertutup

Kapasitas ahli meningkat, tetapi keputusan kurang partisipatif. Capture industri berkurang, namun
professional dan cognitive capture tumbuh. Publik tidak memahami alasan dan trust rendah.

Skenario 5: Regulasi Adaptif dan Berintegritas

Regulator kompeten, kontak transparan, partisipasi plural, conflict dikelola, RIA dan review bekerja.
Industri memberi informasi tanpa menentukan, publik memiliki countervoice, dan aturan dapat dikoreksi.

Penegasan Final

Regulatory capture bukan konsep untuk memusubhi elite atau perusahaan. Elite dan perusahaan memiliki
fungsi ekonomi serta pengetahuan. Konsep ini digunakan untuk memastikan kekuasaan privat tidak
menggantikan mandat publik.

Kepentingan khusus akan selalu berusaha memengaruhi. Demokrasi yang sehat tidak menuntut mereka
diam, tetapi menuntut mereka terbuka dan bersaing dengan kepentingan lain dalam aturan yang adil.

Regulator membutuhkan independence, competence, and humility. Independence tanpa competence
membuat keputusan kosong; competence tanpa humility membuat regulator tertutup; humility tanpa
independence membuatnya tunduk.

Indonesia dapat memperkuat regulatory governance melalui langkah konkret dan bertahap. Register, RIA,
conflict, data, oversight, dan review bukan reformasi abstrak; semuanya dapat dirancang serta diukur.
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Kualitas regulasi menentukan bukan hanya perlindungan, tetapi produktivitas dan inovasi. Capture
menghasilkan rente dan ketidakpastian bagi pelaku yang tidak memiliki akses. Reformasi pro-publik juga
pro-persaingan.

Pada akhirnya, regulator adalah penjaga aturan permainan. Mereka harus memahami pemain, tetapi tidak
memakai seragam salah satu tim. Mereka harus mendengar sorak publik, tetapi memutus berdasarkan
mandat dan bukti. Itulah makna independensi yang bertanggung jawab.
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